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PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian bunyi huruf dari abjad
Arab ke tulisan Indonesia atau latin, bukan dimaksudkan sebggaiaian tulisan

Arab kedalam bahasa Indonesia.

A. Konsonan
Hamzah( ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi
tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda

(0).

Huruf Arab Huruf Latin Huruf Arab Huruf Latin

F Tidak dilambangkan K dl

<t b A th

q t il dh

3 ts N _. (koma menghadap k

atas)

6 j M gh

n h P f

S kh ® q

b d LU k

™M dz b I

P r a m

C z il n

E S M w




B. Vocal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,

transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Contoh
F Fathah A el
+ Kasrah I AT
F Dammah U {s

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama Huruf Latin Contoh
<l Fathah dan Ya Ai Cyb
H Fathah dab Waw Au &
C. Maddah

Maddahatau vokal panjang yang lambangnya berupakiaardan huruf,

transliterasinya beraphuruf dan tanda, yaitu:



Harakat dan Hurulf Nama Huruf dan Tande Contoh
o _ _ K Fathahdan A> _fam
Alif atau Ya
p~ Kasrah dan Ya | > AT
M Dammah dan u> qur
Waw

D.Tad6 Mar but hah

Transliterasiuntuk a 6 ma ada dug, gaguh a orbuthahyanghidup
atau mendapat harktithah, kasrahdandammalh transliterasinya adalah (t).

Sedangkant a 0 ma r yangt rmad hatau mendapat harkatuksn,

transliterasinya adalah (h).

E. Syaddah

Syaddalhatautasydidyang dalam sistem tulisan Arab dilanmigkan dengan
sebuah tandaasydid (-), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tagdddah.

Contoh :
_E® :rabbana
X0 :alhaqq
61 : alhajj

F. Kata Sandang

Xi




Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengah(&liir
| am ma)d@atamn pealdman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi
seperti biasa, al baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf
gamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang
mengikutinya. Kata sandangtulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan
dihubungkan dengan garis mendatarContohnya:

Er@P : al-syamsubukanasysyamsi

AP al-biladu

. Lafdz Al-Jalalah

Kata Allahyang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lasayau
berkedudukan sebagai mudhaf ilaih (frasa nominal), di ttaresti tanpa huruf
hamzah. Comth: .Z ewp(dinullahi).4Abillahi)

Adapunt a 6 ma dibakhir katahyang disandarkan kepddé&dz at
jalalah di transliterasi dengan huruf (t). Contoh.Z igcp cT & (hum fi

rahmatillahi).

. Penulisan Kata Arab Yang LazimDigunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata istilah atau
kalimat yang sudahakim dan menjadi bagian dari pendaharaan bahasa
Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi

ditulis menurut cara transliterasi di atas.
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ABSTRAK

Arif Firmansyah Hamid, NIM 18210014, 202Renerapan Pasal 21 PMA Nomor
20 Tahun 2019 Tentang Kartu Nikah Digital di KUA Kecamatan
Tumpang Perspektif Teori Utilitarianisme Hukum. Skripsi. Program
Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Rayno Dwi Adityo, M.H

Kata Kunci: kartu nikah digital utilitarianisme rudolf von jhering

Kartu Nikah Digital merupakan sebuah inovasi layanan pencatatan
pernikahan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia per
Agustus 2021 melalui Surat Edaran Ditjen Bimas Islam Nonir
2361/Dt.111.11/Pw.01/07/2021 Kebeadaan kartu nikah digital ini menggantikan
kartu nikah fisik yang telah diluncurkan sejak akhir tahun 20d&8nun dalam
aturan tentang kartu nikah digital ini tidak memuat secara rinci terkait bentuk dan
spesifikasinya sehingga menimbulkan ketidakpastiduim. Disisi lain penerapan
kartu nikah dalam bentuk fisik pada masa sebelumnya belum merata sehingga
berpotensi menimbulkan ketidakadilan pelayar2ieh karena itu dalam penelitian
ini difokuskan untukmengkaji penerapapenerbitan kartu nikah digitali KUA
Kecamatan Tumpangang kemudian dianalisis dengan teori utilitarianisme hukum
Rudolf Von Jhering.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitigaridis administratifyang
dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang dengan pendekatan
kualitatif. Datadata yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil
wawancara, dokumentasi, dan observasi. Kemudian data tersebut perkuat dengan
sumber data sekunder. Metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam
beberapa tahap diantaranyar@eksaan data, klasifikasi, vetkfasi, analisis dan
kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan kartu nikah digital ini
secara pengadaannyemberikan lebih banyak manfaat yang membuatnya penting
dan mendesak untuk diterbitkan. Penerbkartu nikah digital ini menciptakan
keadilan pelayanan bagi masyarakat. Sebab pengadaannya tidak bergantung pada
ketersediaan alat pencetak di KUA masimgsing wilayah. Selain itu bisa
menghemat pengeluaran Kementerian Agama serta bentuknya yang ringles m
untuk disimpan dan dibawa berpergian. Oleh karenaeysadaarkartu nikah
digital ini sejalan dengan teori utilitarianisme Rudolf Von Jhering yang mengatakan
tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan, kepentingan yang dimaksud
adalah pengejama terhadap kebahagiaan/kemanfaatan selbesarnya dan
menghindari kesusahan. Namun kurangnya informasi dan sosialisasi tentang
digitalisasi kartu nikah ini menurut beberapa masyarakat membuat mereka kurang
paham terkait keberadaan dan fungsi kartu nikgital ini. Sehingga kemanfaatan
yang ditimbulkan kurang maksimal.
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ABSTRACT

Arif Firmansyah Hamid, NIM 18210014, 202mplementatior©Of Article 21 RMA
Number 20 Year 2019 Coneeng Digital Wedding Card In KA
Regency Of Tumpang Perspective Of Legal litatianism Theory
Theses. Islamic Family Law Study Program. Sharia Faduftersity of
Islamic StateMaulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Rayno Dwi
Adityo, MH

Keywords: Digital Marriage CardUtilitarianism; Rudolf Von Jhering

The Digital Marrigge Card is an innovative marriage registration service
issued by the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia as of August 2021
through the Circular of the Directorate General of Islamic Guidance Number B
2361/Dt.111.11/Pw.01/07/2021. The existemof this digital marriage card replaces
the physical marriage card which has been launched since the end of 2018. Even
though the implementation of the physical marriage card is relatively short and its
distribution is not evenly distributed throughoué tKUA and the budget that has
been used is also not small. On the other hand, it is also necessary to question the
readiness of the community to face the digitization of this marriage card. Therefore,
this research is focused on exploring the urgenciemtie¢he issuance of digital
marriage cards which are then analyzed with Rudolf Von Jhering's theory of legal
utilitarianism.

This studyusesadministrative juridicatonducted at the Office of Religious
Affairs in Tumpang District with a qualitative apprch. The datetsused in this
study were obtained through interviews, documentation, and observation. Then the
data is strengthened with secondary data sources. The data analysis method in this
study was carried out in several stagesluding data examation, classification,
verification, analysisand conclusions.

The results of the study shdhat the issuance of this digital marriage card
provides more benefitgvhich makes it important and urgent to issue. The issuance
of this digital marriage cardreates fairness of service for the community. This is
because the procurement does not depend on the availability of printers at the KUA
of each region. In addition, the issuance of this digital marriage card can save the
Ministry of Religion's expenseand its compact form is easy to store and carry
when traveling. Therefore, the issuance of digital marriage cards is in line with
Rudolf Von Jhering's theory of utilitarianiswhich says that the purpose tbe
law is to protect interests. However, aaiog to some people, the lack of
information and socialization about the digitization of marriage cards has made
them less aware of the existence and function of this digital marriage card. So that
the benefits generated are not maximal.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah salah satu peristiwa yang sakral bagi manusia. Agar
sebuah pernikahan dapat dinyatakan sah oleh negara sehingga mendapat
perlindurgan hukum maka pernikahan tersebut harus dicatatkan di Kantor
Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan Kantor Pencatatan Sipil bagi
selain pemeluk agama Islam. Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 2 ayat 2
Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentandg®&nanyang menyebutkan
setiap pekawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang
berlaku! Hal senada juga ditemukan dalam ketentuan pasal 5 ayat 1 Kompilasi
Hukum Islam yaitu pencatatan péahandilakukan dengan tujuan menjamin
ketertibanpernkahanbagi masyarakat IslalDengan dicatatkannya suatu
pernikahan ke Kantor Urusan Agama nantinya mempelai berdua mendapatkan
buku nikah sebagai bukti orisinal tentang legalitas pernikahan tersebut baik dari
sisi agama ataupun negara. Buku nikah inildikekan oleh Kementrian Agama
Republik Indonesia.

Semakin hari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
mengalami perkembangan yang begitu pesat. Hal ini diciptakan tentunya agar

memudahkan segala urusan manusia dan salah satu efek perkembangan

! pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2 pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam



tekrologi ini semua orang bisa mengakses informasi apa saja yang dia butuhkan
dalam kehidupan sehari hari karena terintegrasinya sistem informasi dari
berbagai penjuru daerah diseluruh dunia. Perkembangan teknologi ini membuat
pekerjaan manusia dapat dilakuldengan tingkat keefektifan dan keefisienan
yang lebih tinggi. Hal serupa juga dimanfaatkan oleh instansi pemerintah selaku
penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat demi kualitas pelayan yang
lebih prima. Termasuk juga didalam instansi Kantor Unusgama dalam
menyediakan pelayanan kepada masyarakat khususnya perihal pencatatan
pernikahan.

Perkembangan teknologi ini juga direspon oleh Kementrian Agama
Republik Indonesia. Hal ini terlihat dengan terbitnya Instruksi Ditjen Bimas
Islam Nomor DJ.II/369Tahun 2013 tentang penerapan sistem informasi
manajemen nikah (SIMKAH). Hal ini ditujukan agar pencatatan pernikahan
yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan berbasis IT mengikuti
perkembangan zaman. Kemudian dalam perkembangan selanjutnyhirdi ak
tahun 2018 Kementrian Agama Republik Indonesia menerbitkan kartu nikah
dimana kartu tersebut memiliki barcode yang di scan tersaji informasi mengenai
status pernikahan, nama lengkap suami istri beserta tanggal pernikahannya. Hal
ini terjadi karena baoxe tersebut terhubung dengan SIMKAH web. Tujuannya
adalah meminimalisir pemalsuan buku nikah yang kerap terjadi di Indonesia.
Walaupun sebagaimana diatur dalam pasal 263 KUHP pelaku pemalsuan

dokumen diancam dengan hukuman maksimal 6 tahun pén)damun

3 Pasal 263 Kitab Undargndang Hukum Pidana



langkahlangkah pencegahan juga diperlukan dalam mengatasi permasalahan
ini.

Kebijakan ini dilandaskan kepada ketentuan pasal 18 Peraturan Menteri
Agama nomor 19 tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan yang
menyebutkan bahwa pasangan suami istri menklap&uku Perkawinan dan
Kartu Perkawinart Kemudian mengenai pemberian kartu perkawinan ini diatur
dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 693 Tahun 2018. Namun dalam
perkembangannya Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 ini dicabut
dan digantikan olehd?aturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019. Dengan
begitu dasar hukum yang digunakan dalam penerapan kartu nikah ini adalah
ketentuan pasal 21 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 yang
menyebutkan pasangan suami istri meperoleh Buku Nikah dan Kk ®
Kemudian untuk bentuk beserta spesifikasi Kartu Nikah ini dibahas dalam
Keputusan Ditjen Bimas Islam Nomor 473 tahun 2020 tentang Petunjuk teknis
Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan.

Kemudian dalam perkembangan selanjutnya pada bulan Juli 2021
Kementian Agama Republik Indonesia melalui surat edaran Ditjen Bimas
Islam Nomor B-2361/Dt.111.11/Pw.01/07/2021 memberhentikan penerbitan
kartu nikah. Kartu nikah yang telah ada sebelumnya bukan ditiadakan
melainkan diganti dengan kartu nikah digital. Namunaaelsurat edaran

tersebut tidak mengatur secara rinci mengenai spesifikasi lengkap mengenai

4 Pasal 18 PMA Nomor 19 tahun 2018 tentangcRtatan Perkawinan.
5 Pasal 21 PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.



kartu nikah digital ini seperti bentuk atau format identitas apa saja yang
tercantum. Sehingga pada periode awal penerbitan kartu nikah digital ini sempat
beredar las di media sosial perihal bentuk dan isi dari kartu nikah digital yang
baru ini. Dimana tersebar kartu nikah digital yang mempunyai 4 kolom foto
yang diklaim untuk digunakam jika seseorang melakukan poligami. Kabar
tersebut lantas direspon oleh Kement#agama dengan mengklarifikasi pada
laman websitenya bahwa kabar tersebut merupakan berita bohong. Berita
bohong semacam itu merupakan suatu hal yang meresahkan di masyarakat, oleh
karenanya negara melalui ketentuan pasal 27 ayat 3 Uttdlaoheng Nomor 19
Tahun 2016 tentang perubahan atas Undamdang nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan hukuman bagi
pelanggar yaitu penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak satu
milliar rupiah.

Jika dilihat dalam ketentugmasal 15 huruf a dan pasal 20 ayat 1 Undang
Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dipaparan bahwa
dalam pelayanan publik dikenal istilah standar pelayanan. Dalam standar
pelayanan tersebut minimal harus memuat beberapa hal salah satunia adala
produk layanan yang wajib disusun oleh penyelendgdrajuannya agar
masyarakat dapat memastikan bahwa antara hasil pelayanan yang diberikan
dengan ketentuan yang berlaku tidak saling bertentangan.

Kerincian dalam suatu peraturan merupakan hal yangasasensial

khususnya bagi negara hukum seperti Indonesia. Semakin rinci suatu peraturan

6 Pasal 21 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik



dibuat akan meminimalisir terjadinya multi tafsir tentang peraturan tersebut.
Hal ini tentunya berdampak juga terhadap kepastian hukum dan perlindungan
hukum yang dibrikan olehnya. Mengingat kepastian hukum dan perlindungan
hukum menjadi bagian dalam asas asas pemerintahan yang baik. Sebagai
analogi, perihal atribut persidangan saja Mahkamah Agung mengatur secara
rinci mulai dari bentuk, warna hingga ukuran atribursmpiangandalam
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2019.

Dalam Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 Administrasi pemerintahan
didefinisikan sebagai tata laksana dalam pengambilan keputusan atau tindakan
oleh pemerintah yang mddakan fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan,
pemberdayaan, dan perlindungan. Administrasi pemerintahan ini diatur selain
untuk mentertibkan penyelenggaraan administrasi pemerintahan itu sendiri,
juga berfungsi untuk memberikan kepastian hukum, mencedah
meminimalisir potensi penyalahgunaan wewenang oleh pihak terkait sehingga
masyarakat dapat memperoleh perlindungan hukum dan mendapatkan
pelayanan yang optimal.

Dalam penelitian ini dikaji mengengenerapardari kartu nikah digital
sebagai penggarkartu nikah fisik yang telah ada sebelumnya. Mengingat kartu
nikah ini baru diluncurkan pada akhir tahun 2018 dan dipertengahan tahun 2021
sudah diberhentikan penerbitannya dan digantikan dengan kartu nikah digital.
Apakah dengan terbitnya kartu nikahithgini lebih membawa banyak manfaat

dibandingkan kartu nikah fisik sebelumnya atau bahkan sebaliknya. Karena

" Pasal 3 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.



pada dasarnya kemanfaatan atau kegunaan merupakan salah satu tujuan hukum
yang bersifat pragmatis. Baik buruknya suatu produk hukum dapat diéihat
seberapa besar manfaat atau kebahagiaan yang bisa dihasilkan.

Istilah tersebut juga dikenal dengan teori utilitarianisme yang dikemukakan
oleh Jeremy Bentham, John Stuart Mill, dan Rudolf von Jhéiajam teori
ini disebutkan bahwa pada dasarnyanusia selalu bertindak dengan orientasi
mengejar sebesar besarnya kebahagiaan dan sebisa mungkin untuk menghindari
penderitaan. Tolak ukur dari suatu kebahagiaan dilihat dari seberapa besar
manfaat yang ditimbulkan dari hal tersebut. Teori ini meletakk&nm dengan
menghubungkan langsung kepada kenyataan terhadap kebutuhan masyarakat
sesuai perkembangannya.

Selain itu di Indonesia sendiri unsur kemanfaatan dijadikan sebagai salah
satu asas dalam Asas asas umum Pemerintahan yang baik yang selaras dengan
ketentuan pasal 10 Undang Undang 30 tahun2®&Bmanfaatan disini dalam
artian manfaat harus diperhatikan keseimbangan antara kepentingan antar
individu, individu dengan masyarakat, warga masyarakat dengan masyarakat
asing, kelompok masyarakat satu deng¢mnnya, pemerintah dengan warga
masyarakat, generasi satu dengan generasi lainnya, manusia dan ekosistemnya,

serta kepentingan pria dan wanita.

8 Lili Rasjidi dan Ira Thania Rgidi, Pengantar Filsafat HukupCet. IV (Bandung: Mandar Maju,
2007), 60.
% Pasal 10 Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
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Berdasarkan pernyataan yang telah diuraikaatas, peneliti tertarik untuk
menelitiPenerapa®enerbitan Kartu Nikah Digital yang dianalisis dengan teori
utilitarianisme hukum. Tempat dilaksakannya penelitian ini adalah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Tumpang dengan mewawancarai beberapa pegawai
Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang terkagensi dan penerapan
penerbitan kartu nikah digitdl KUA Kecamatan Tumpandial ini disebabkan
karenaKantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang merupakan salah satu dari
beberapa Kantor Urusan Agama yang belum terfasilitasi dengan alat pencetak
kartu nikah fisik yang telah diterbitkan sebelumnya oleh Kementrian Agama.
Dengan datangnya program kartu nikah tdigini apakah kemunculannya
menjadi sebuah suatu hal yang penting dan mendesak serta membawa lebih

banyak kemanfaatan atau bahkan sebaliknya.

B. Rumusan Masalah

°Tim PenerjemabAr Rahi m Al Qur danBarmchu Mme:r j Mimarhajn nKlma s an e
2013), 31.



1. Bagaimana penerapgasal 21 PMA Nomor 20 Tahun 20fénhtangkartu
nikah digital di KUA Kecamataiumpang@

2. Bagaimangenerapamasal 21 PMA Nomor 20 Tahun 20féhtangkartu
nikah digital di KUA Kecamatan Tumpang perspektif Teori Utilitarianisme

Hukum?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahyenerapapasal 21 PMA Nomor 20ahun 2019entang
Kartu Nikah Ogital di KUA Kecamatan Tumpang.

2. Untuk mengetahyenerapapasal 21 RIA Nomor 20 Tahun 201fntang
Kartu Nikah Digital di KUA Kecamatan Tumpang perspekti€ori
Utilitarianisme hukum.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan berguiagi pengembangan ilmu pengetahuan
dan wawasan terkait hubungan antara pernikahan dan perkembangan
teknologi khususnya dalam hagnerapampenerbitan kartu nikah digitali
Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpgaegspekif teori utilitarianisme
hukum.

2. Manfaat Praktis
a. Bagi masyarakat, untuk memperkaya informasi dan pengetahuan

mengenai penerapan gnerbitan Kartu Nikah Digitaldi KUA

Kecamatan Tumpangerspektifteori Utilitarianisme hukum.



b. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagaisymb
bahan pertimbangan, referensi terhadap penelitian sejenis dan

dikembangkan menjadi penelitian yang lebih menarik.
E. Definisi Operasional

1. Pencatatan dtnikahan : Kegiatan pengadministrasian peristiwa
pernikahart!

2. SIMKAH : Sistem Informasi dan ManajemenKsh

3. PMA : Peraturan Menteri Agama

4. Kartu nikahfisik : Dokumen Pencatatan Nikah dalam bentuk keetak

5. Kartu nikah digital :Dokumen Pencatatan Nikah dalam bentuk kadil
file. 2

6. Utilitarianisme Hukum : Tujuan hukum adalah kebahagiaan, dan
kebahagiaanliukur oleh seberapa besar manfaat yang diberikan;

7. Surat Edaran : Produk Hukum yang isinya secara materiil mengikat umum

namun bukan peraturan perundang undangan;
F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penulis gunakan dalam menyusun laporan skripsi

ini guna memperjelas gambaran mengenai penelitian ini secara menyeluruh.

1 pasal 1 PMA No 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan

12 surat edaran Ditjen Bimas Islam Nomoy2B61/Dt.111.11/Pw.01/07/2021

3 Lili Rasjidi dan Ira Thania RasjidRengantar Filsafat HukunCet.IV (Bandung: Mandar Maju,
2007), 60.



Dalam penelitian ini penulis menguraikan pembahasannya dalam 5 bab,
meliputi:

Bab | memuat pendahuluan yang memaparkan latar belakang dan
permasalahan yang ada dalam penerbitan kaikah digital ini, rumusan
masalah terkaipenerapan penerbitd@rtu nikah digitaldi KUA Kecamatan
Tumpang tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah yang
menjelaskan istilalstilah yang diaplikasikan dalam penelitian ini serta
sistematikgpenulisan yang menjelaskan pembahasan setiap bab secara singkat
dalam sebuah laporan penelitian.

Bab Il berisi tinjauan pustaka dimana didalamnya memuat penelitian
terdahulu dan landasan teori. Penelimmelitian terkait kartu nikah digital
yang telahdilakukan sebelumnya dipaparkan dalam bab penelitian terdahulu.
Kemudian dalam landasan teori dibahas teori teori yang berkaitan dengan
keberadaan kartu nikah digital dan juga teori utilitarianisme hukum sebagai alat
analisisnya.

Bab Il membahas metode maditian yang digunakan dalam penelitian
ini. Bab ini terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian,
sumber data, metode penentuan subjek, metode pengumpulan data, dan metode
pengolahan data yang dijadikan sebagai pedoman dalaksaeaan penelitian
ini. Karena penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris maka subjek dan
lokasi penelitian juga harus dicantumkan. Data data yang sudah ada kemudian

dikumpulkan menggunakan metode pengumpulan data. Setelah dikumpulkan
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maka data tsebut diolah untuk selanjutnya dikelompokkan menurut
bagiannya.

Bab IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Data yang telah
didapatkan terkaipenerapan penerbitatartu Nikah Digital diuraikan dalam
bab ini. Kemudian data yang telah diuraikan teusedianalisis dengan teori
Utilitarianisme Hukum yang pada akhirnya menghasilkan hasil penelitian yang
spesifik.

Bab V berisikan penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. Jawaban
dari rumusan masalah dalam penelitian ini dijelaskan secara singkat dalam
kesimpulan, yaitu mengenpeneraparpenerbitan kartu nikah digital ditinjau
dari teori utilitarianisme hukum secara singkat. Saran berisikan masukan yang
penulis peroleh setelah melakukan penelitian ini demi keoptimalan penerbitan

kartu nikah digital

11



BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada dasarnya keberadaan kartu nikah sudah dimulai sejak tahun 2018
dimana Kementrian Agama menerbitkan Kartu Nikah yang saat itu masih dalam
bentuk fisik. Kemudian karena alasan satu dan lain hal per Agubfils 2
Kementrian Agama memberhentikan penerbitan kartu fisik ini dan digantikan
oleh kartu nikah dalam bentuk digital. Dengan hal ini tentunya penelitian
mengenai kartu nikah dalam bentuk fisik sudah ada tapi tidak terlalu banyak.
Apalagi dengan kartu nikatigital yang baru saja diluncurkan oleh kementrian
agama yang membuat belum banyak orang yang meneliti tentang hal ini. Di
bawah ini penulis menguraikan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki
kemiripan dengan penelitian ini. Tujuannya adalah untuk getahui
keorisinilan penelitian tersebut yang dijelaskan melalui uraian perbandingan
antara penelitian yang telah dilakukan dan penelitian ini. Beberapa penelitian
terdahulu yang mempunyai kemiripan dengan penelitian ini penulis paparkan
sebagai berikut:

1. Ifadah UmamiPandangan Kepala Kantor Urusan AgamalkSsa Malang
Terhadap Urgensi Kartu Nikah dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20

Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikah&kripsi. Program Studi Al
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Ahwal Al Syakhsiyyah. Fakultas Syariah. Universitasansl Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang. 2019.
Dalam skripsi ini dikaji mengenai manfaat kartu nikah beserta urgensinya
menurut pandangan Kepala KUA di Kota Malang. Dimana kartu nikah ini
disatu sisi merupakan inovasi dari pelayanan pencatatan pernikahan d
disisi lain kartu nikah ini menimbulkan pengeluaran negara yang cukup
besar. Penelitian ini berkesimpulan bahwa Kepala KUA di Kota Malang
mempunyai pendapat yang berbeda mengenai mendesak atau tidaknya kartu
nikah ini diterbitkan. Sebagian berpendapattk nikah ini penting dan
mendesak dengan alasan bahwa kartu nikah ini merupakan merupakan
inovasi pelayanan. Sedangkan sebagian lagi berpendapat bahwa kartu nikah
ini tidak terlalu penting dan mendesak dengan alasan kartu nikah ini hanya
sebagai pelengkabuku nikah. Sementara untuk keefektifan penerapan
kartu nikah ini di Kota Malang dinilai belum efektif, karena dari 5 KUA
yang ada di Kota Malang hanya 1 yang KUA yang sudah menjalankannya.
Kendala yang ditemukan adalah kurangnya daya tampung server dan
aplikasi yang masih membutuhkan penyempurnaan di berbagai sisi
sehingga sering eror atau bahkan tidak dapat digunakan.

2. ljai Abdul Kodir Ghani. Efektivitas dan Maslahat Kebijakan Program

Kartu Nikah di Era Digital (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan

14 Jfadah UmamiPandaman Kepala Kantor Urusan Agama-8eta Malang Terhadap Urgensi
Kartu Nikah dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan
Pernikahan Skripsi. (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).
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Depok Kabupaten Sleman)esis. Magister Hukum Islam. Fakultas Syariah
dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 20109.
Dalam tesis ini menjabarkan mengenai seberapa besar efektif penerapan
kartu nikah ini di Kantor Urusan Agama Kecamaf@epok Kabupaten
Sleman. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis
penelitian lapangarfi€ld research dan menggunakan pendekatan yuridis
empiris. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pelaksanaan
program kartu nikah di Kantor Urus@&gama Depok telah berjalan dengan
baik dan efektif dimana pengantin setelah melaksanakan pernikahan
langsung mendapat 2 dokumen pencatatan perkawinan yaitu buku nikah dan
kartu nikah. Jika dilihat dari sudut padang dari sisi maslahat, kartu nikah ini
tertunya sangat bermaslahat karena dengannya dokumen pernikahan akan
mudah dibawa kemana mana dan tidak mudah rusak.

3. Ririn Nurshabrina FajrinKeterkaitan Kartu Nikah dengan Buku Nikah
sebagai Administrasi Perkawinan dalam Pengurusan Identitas Hukum di
Kota Depok. Skripsi. Jurusuan Hukum Keluarga. Fakultas Syariah dan
Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. 2019.
Dalam skripsi ini dibahas mengenai seberapa pentingnya peran kartu nikah
dan buku nikah dalam pengurusan identitas hukum di Refaok serta

membahas mengenai keterkaitan antara buku nikah dan kartu nikah. Hasil

15 ]jai Abdul Kodir Ghani,Efektivitas dan Maslahat Kebijakan Program Kartu Nikah di Era Digital
(Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sler8&ripsi. (Yogyakarta:
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

16 Ririn Nurshabrina FajrinKeterkaitan Kartu Nikah dengan Buku Nikah sebagai Administrasi
Perkawinan dalam Pengurusan ldentitas Hukum di Kota Dep&kipsi. (Bandung: Universitas
Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2019).
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penelitian ini memaparkan bahwa keterkaitan buku nikah dan kartu nikah
yaitu keduanya merupakan dokumen pencatatan perkawinan. Kartu nikah
merupakan salah satu pengadmmaisian pencatatan perkawinan dalam
bentuk kartu dengan dibekali barcode yang bisa di scan dan dapat
tersambung dengan SIMKAH. Kartu nikah ini kedudukannya hanya sebagai
pendamping buku nikah, bukan menggantikan buku nikah. Meski demikian
persyaratan pembtan identitas hukum masih menggunakan buku nikah.
Jika seseorang tidak mempunyai bukti pernikahannya maka hilanglah hak
orang tersebut untuk mendapat identitas lainnya.

4. Baginda HarahapPelaksanaan Peraturan Menteri Agama Republik
Indonesia Nomor 19 tahu2018 dalam Pasal 1 ayat 7 tentang Kartu ikah
Elektronik di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan
Batunadua Kota Padang Sidimpudkripsi. Program Studi Al Ahwal Al
Syakhsiyyah. Fakultas Syariah dan lImu Hukum. Institut Agama Islam
Negeri Padangsithpuan. 2019/

Dalam skripsi ini dibahas mengenai penerapan penerbitan kartu nikah di
Kantor urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota
Padangsidimpuan berdasarkan Peraturan Menteri Agama No 19 tahun 2018
yang merupakan salah satu upaya penmarintdalam mewujudkan
pencatatan perkawinan yang ideal dan menyesuaikan perkembangan zaman.

Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan penerbitan kartu nikah di Kantor

17 Baginda HarahaRelaksanaan Peraturan Menteri Agama Repubidonesia Nomor 19 tahun
2018 dalam Pasal 1 ayat 7 tentang Kartu ikah Elektronik di Kantor Urusan Agama Kecamatan
Padangsidimpuan Batunadua Kota Padang Sidimp&mipsi. (Padangsidimpuan: Institut Agama
Islam Negeri Padangsidimpuan, 2019).
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Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan batunadua belum bisa

diterapkan dikarenakan peralatguma mendukung penerbitan kartu nikah

digital

belum diterima dari

Kementrian

terkait.

Keterbatasan dan

ketidakmerataan peralatan ini menjadi hambatan bagi proses penerbitan

kartu digital.

terdahulu penulis lampirkan dalam tabel berikut:

Secara singkaperbandingan substanskripsi ini dengan penelitian

No Nama Identitas Persamaan Perbedaan
1 | Ifadah Umami | Pandangan Kepali Persamaan Perbedaan
Kantor Urusan Agamé dengan penelitial dengan
SeKota Malang| ini terletak padée penelitian ini
Terhadap Urgens| kesamaan adalah objek
Kartu Nikah dalam pembahasan kajiannya
Peraturan Menteri mengenai  karty adalah kartu
Agama  Nomor  2( nikah. nikah dalam
Tahun 2019 tentani bentuk
Pencatatan fisik/cetak
Pernikahan  Skripsi.
Universitas Islam
Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang. 2019.
2 | ljai Abdul | Efektivitas dan Persamaan Perbedaan
Kodir Ghani Maslahat Kebijakar denga penelitian| dengan
Program Kartu Nikah ini adalah sama | penelitian ini
di Era Digital (Studi dil sama bertemakat adalah objek
Kantor Urusan Agamé penerapan kartu | yang dikaji
Kecamatan Depol nikah. adalah kartu
Kabupaten  Sleman| nikah dalam
Tesis.Universitas Islam bentuk
Negeri Sunan Kalijags fisik/cetak
Yogyakarta. 2019. Kemudian
perspektif yang
digunakan juga
berbeda yaitu
menggunakan
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teori efektifitas
dan maslahat.

Padangsidimpuan.
20109.

3 | Ririn Keterkaitan Kartu| Persamaan Perbedaannya
Nurshabrina | Nikah dengan Buki dengan peneliin | dengan
Fajrin Nikah sebaga ini adalah sama | penelitian ini
Administrasi sama bertemakar adalah terletak
Perkawinan dalan| tentang kegunaat pada objek
Pengurusan Identita| kartu nikah. kajiannya yaitu
Hukum di Kota Depak kartu nikah
Skripsi. Universitag dalam bentuk
Islam Negeri Snan fisik/cetak
Gunung Djati Bandung Kemudian
20109. dalam
pembahasanny,
juga membaha:
mengenai
keterkaitan
kartu nikahdan
buku nikah.
4 | Baginda Pelaksanaan Peratura] Persamaan Perbedaan
Harahap Menteri Agamag dengan penelitial dengan
Republik Indonesi¢ ini adalah samg penelitian ini
Nomor 19 tahun 201{ sama bertemakal terletak padg
dalam Pasal 1 ayat | kartu nikah. objek kajiannya
tentang Kartu Nikah yaitu kartu
Elektronik di Kantor nikah  dalam
Urusan Agams bentuk
Kecamatan fisik/cetak
Padangsidimpuan
Batunadua Kotg
Padang Sidimpuan
Skripsi. hstitut Agama
Islam Negeri

B. Kerangka Teori

1. Pencatata Pernikahan

Pencatatan perkawinan termasuk dalam bagian asas hukum

perkawinan nasional yang dilandaskan pada Undang Undang Nomor 1
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Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana dalam ketentuan pasal 2 ayat 2
disebutkan bahwa setiap perkawinan yang dilaksanakars lcatatkan
berdasakan peraturan perundang undangan yang bé&tlaRalam
ketentuan Peraturan Meteri Agama Nomor 20 tahun 2019 Pencatatan
Perkawinan didefinisikan sebagai pengadministrasian kegiatan pernikahan
yang dilakukan oleh pegawai pencatat nikalDemikian pula dalam
ketentuan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa tujuan
dari kewajiban mencatatkan pernikahan adalah untuk mewujudkan
ketertiban perkawinan dalam masyarakat islam, pencatatan tersebut
dilaksanakan oleh petugas pencatat Nika

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/2010
disebutkan bahwa sesungguhnya pencatatan perkawinan bukan menjadi
salah satu faktor yang menentukan sah atau tidak suatu pernikahan. Namun
pencatatan pernikahan ini merupakan sebuah kewajibamiattasi bagi
warga negara yang melakukan pernikahan dengan berlandaskan ketentuan
hukum yang berlaku. Terkait sah atau tidaknya sebuah pernikahan
didasarkan pada agama yang dianut masing masing calon perigantin.
Pencatatan pernikahan hanya dilaksanakkanpernikahan tersebut telah
dilaksanakan sesuai tuntunan agama calon pengantin yang bersangkutan.
Jadi cukup jelas bahwa keharusan mencatat pernikahan oleh negara

berdasarkan peraturan perundang undangan merupakan sebagai kewajiban

18 pasal 2 gat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
19 pasal 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019
20 pytusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PVUI/2010
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administratif guna megmtakan bahwa terjadinya pernikahan tersebut benar
adanya dan telah dilaksanakan berdasarkan hukum agama kedua mempelai.

Tujuannya adalah agar menciptakan suatu ketertiban administrasi
peristiwa pernikahan yang terjadi dalam masyarakat, serta melindungi da
menjamin status hukum pernikahan tersebut. Selain itu juga menjamin hak
suami, hak istri, dan hak anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut yang
diwujudkan dengan adanya bukti otentik sehingga para pihak bisa
mempertahankan pernikahannya kepada sisgga di muka hukurfi.
Karena di Indonesia sendiri mengakui adanya 5 Agama yang diakui
keberadaannya, maka berbeda pula lembaga guna mencatatkan pernikahan.
Bagi pemeluk agama Islam pencatatan pernikahan dilaksanakan di Kantor
Urusan Agama setempat yang dat di Kecamatan, sedangkan bagi non
muslim pencatatan pernikahan dilaksanakan di Kantor Pencatataff Sipil.
Adapun bentuk dari pencatatan Perkawinan ad&lah
a. Akta Nikah, Merupakan akta autentik pencatatan nikah
b. Buku Nikah, merupakan dokumen petikan Akta &hkdalam bentuk

buku

c. Kartu Nikah, merupakan dokumen pencatatan nikah dalam bentuk kartu

d. Duplikat Buku Nikah, merupakan dokumen pengganti buku nikah

2 Rachmadi Us man, iMakna Pencatatan Perkawinan d
Perkawina d i | nJdiroahlegslas lddonesja/ol.14, 3 (September, 2017), 256

2pDewa Gede Sudika Mangku dan Ni Putu Rai Yuliar
1Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat di desa
Sidetapae r k ai t Urgensi Pencatatan Per kawiJumaln unt uk
Pendidikan Kewarganegaraan Undiksh#ol.8, 1 (Februari, 2020), 140.

23 pasal 1 PMA Nomor 20 tahun 2019
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e. Akta Rujuk, merupakan akta autentik pencatatan peristiwa rujuk
f. Kutipan Akta Rujuk, merupakan dokumen petikakta rujuk yang

diberikan kepada pasangan suami istri yang rujuk

Adapun tahapan pelaksanaan pencatatan pernikahan diatur dalam

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 meliputi:

a. Pendaftaran Kehendak Nikah
Adapun syarat administratif yang diperlukanaaatlain:

fSurat pengantar nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal calon
pengantin; Fotokopi akta kelahiran atau surat kelahir&otokopi
E-KTP bagi yang telah mencapasia 17 tahun;Fotokopi Kartu
Keluarga; Surat Rekomendasi Nikah dari KUA kecamatéensegat

bagi calon pengantin yang melaksanakan pernikahan diluar
wilayah kecamatan tempat tinggalnya; Persetujuan calon
mempelai; Surat izin orang tuan atau wali bagi calon pengantin di
bawah usia 21 tahun; Surat izin wali yang memelihara atau
keluarga yangnempunyai hubungan darah, jika kedua orang tua
atau wali telah meninggal dunia atau karena keadaannya ia tidak
mampu memnyatakan kehendaknya; Izin dari pengadilan jika orang
tua, wali dan pengampu tidak ada; Dispensasi dari pengadilan bagi
calon pengantinyang belum mencapai batas usia pernikahan
berdasarkan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang
perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
perkawinan; Surat izin dari atasan atau kesatuan jika calon
mempelai berstatus sebagai TNI atau POLREnetapan izin
poligami dari Pengadilan Agama bagi laki laki yang hendak beristri
lebih dari seorang; Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak
atau cerai bagi yang perceraiannya sebelum berlakunya UU Nomor
7 Tahun 1989; Akta kematian atau surat keteyan kematian suami
atau istri yang dibuat oleh lurah atau kepala desa atau pejabat
setingkat bagi duda atau janda maftt

b. Pemeriksaan Dokumen

24 pasal 4 PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan
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Data data yang telah disebutkamtiis yang telah diserahkan kepada
pegawai pencatat nikah kemudian digsa kelengkapannya oleh
Kepala KUA/Penghulu/PPN LN. Pemeriksaan ini dilakukan di KUA
kecamatan atau Kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri
tempat dilangsungkannya akad nikah. Calon suami, calon istri serta wali
dihadirkan dalam proses pemeaks ini guna memastikan tidak adanya
halangan untuk pernikahan tersebut dilaksanakan. Jika hasil
pemeriksaan dianggap sudah lengkap dan tidak ditemukan halangan
menikah maka lembar pemeriksaan tersebut ditandatangani oleh calon
suami, calon istri, wali, daKepala KUA/Penghulu/PPN LN. Kemudian
jika dalam kondisi calon suami, calon istri, dan atau wali tidak bisa
menulis dan atau membaca maka penandatanganan dilakukan dengan
cap jempof®

c. Pengumuman Kehendak Nikah

Jika persyaratan administrasi sebagaimansbdikan diatas sudah
terpenuhi maka Kepala KUA/Penghulu/PPN LN mengumumkan
kehendak nikah pada papan pengumuman di KUA Kecamatan atau
perwakilan Rl di Luar negeri atau juga di media lain yang dapat diakses
masyarakat minimal 10 hari sebelum pernikahaeleiggarakaf®

d. Pencatatan Pernikahan

25 Pasal PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan
26 pasal 8 PMA Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan
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Pencatatan pernikahan dilakukan setelah akad nikah telah usai
dilaksanakan. Peristiwa pernikahan tersebut dicatat dalam sebuah Akta
Nikah oleh Kepala KUA atau PPN LN yang ditandatangani oleh suami
istri, wali, saksi, peghulu dan Kepala KUA atau PPN 134.

e. Penyerahan Dokumen Pernikahan
Pasangan suami istri yang telah melaksanakan akad nikah
memperoleh buku nikah dan kartu nikah. Jika ditemukan kendala ketika
buku nikah diterbitkan, maka buku nikah tersebut diserahkangpalin
lama 7 hari kerja setelah akad nikah. Kartu nikah diberikan sebagai
dokumen tambahan yang diutamakan pada pasangan yang menikah pada
tahun berjalar®

Seiring dengan perkembangan zaman, keinginan menciptakan

pelayanan administrasi dengan basis teknolegiakin kuat. Kebutuhan
terhadap teknologi informasi guna menyelenggarakan pelayanan publik
yang efisien tidak bisa lagi dihindarkan, termasuk dalam hal pencatatan
pernikahan. Kementrian Agama membuat pengembangan pelayanan
berbasis teknologi salah saturdengan menerbitkan SIMKAH.

SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) merupakan sebuah

program aplikasi komputer Windows tempat berkumpulnya -data
Nikah digital dari selurunh KUA di Wilayah Republik Indonesia.

Penggunaan SIMKAH ini didasarkan pada InssiuDirektur Jendral

27 Pasal 20 PMA Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan
28 pasal 21 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Peneataikahan
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Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 tentang
Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah pada KUA Kecamatan. Ada
dua tujuan yang ingin diraih yaitu dibutuhkan sistem yang menyeragamkan
data dan dibutuhkan sistem pencagin data yang terintegrasi.
Pencadangan data sangat diperlukan guna langkah preventif jikalau terjadi
musibah kepada KUA Kecamatan yang merupakan tempat penyimpanan
data data pernikahan diwilayah tersebut. Selain itu dengan hadirnya
SIMKAH ini datadata grnikahan pada masisrgasing KUA di Indonesia
diharapkan dapat seragam dan juga terkini sehingga dapat menyajikan
pelayanan yang cepat, akurat, dan efisien.

Kemudian dalam perkembanganya Simkah ini mengalami
perkembangan terbarukan yang menyesuaikan detigamika perubahan
Teknologi dan Informasi yang begitu cepat. Pada 8 November 2018
Kementrian Agama Meluncurkan SIMKAH WébAplikasi ini merupakan
pengembangan dari SIMKAH yang telah ada sejak tahun 2007. Adapun
keunggulan dari Simkah web ini diantaraaykalah bisa terintegrasi dengan
kementrian terkait seperfistem Informasi Administrasi Kependudukan
(SIAK) dari Kemettrian ddam neyri, Sistem Informasi @€herimaarNegara
Bukan Pajak Online (SIMPONI) dari Kememan keuangan dan Sistem

Informasi Penelsuran Perkara (SIPP) dari Mahkamah Agung.

®ALebih dari 2000 KUA Tted://aemendbjgo.id/r€anl/lekiarrS00MK A H 0
kuatelahuji-cobasimkahknp65d, diakses 31 Januari 2022
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https://kemenag.go.id/read/lebih-dari-2000-kua-telah-uji-coba-simkah-np65d
https://kemenag.go.id/read/lebih-dari-2000-kua-telah-uji-coba-simkah-np65d

Selain itu dalam SIMKAH web ini dapat menampilkan variabel data
yang lebih banyak dibanding SIMKAH terdahulu seperti data pernikahan
menurut kelompok usia, pendidikan, pekerjaan dan sebagainya. Buku nikah
yang ditebitkan kini dibekali dengan barcode yang terhubung dengan
SIMKAH web ini sehingga bisa mencegah pemalsuan buku nikah yang
marak terjadi. Pendaftaran nikah kini juga bisa dilaksanakan secara online
untuk memilih waktu yang diinginkan, walaupun dokumen doén yang
diperlukan tersebut nantinya tetap harus diserahkan kepada petugas KUA.
Yang paling penting dengan SIMKAH web ini seluruh KUA di Indonesia
bisa terintegrasi secara nasional sehingga data pernikahan bisa di perbarui
secara serentakMengingat apliksi ini berbasis web, maka seluruh

pembaharuaaplikasi dilakukarserentak di seluruh KUA di Indonesta

2. Kartu Nikah Digital
Kartu Nikah merupakan sebuah gagasan baru dalam memberikan
pelayanan dengan basis teknologi dalam bentuk Sistem Informasi
Manajemen Nikah (SIMKAH) yang bertujuan untuk memberikan
kemudahan dalam pengurusan administrasi dan perbankan atau kepentingan
pencatatan sipil lainnya yang memerlukan bukti status pernikahan yang sah
dan diakui oleh negara. Dalam Peraturan Menteri Agama Nombal2in

2019 tentang pencatatan pernikahan Kartu Nikah didefinisikan sebagai

%0 A Brias I sl am Seger a Rilis Apli kasi Si mkah
https://kemenag.go.id/read/bimetam segerailis-aplikastsimkakweb-ini-keungulannya
gba7v, diakses tanggal 29 November 2021.
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https://kemenag.go.id/read/bimas-islam-segera-rilis-aplikasi-simkah-web-ini-keunggulannya-qba7v
https://kemenag.go.id/read/bimas-islam-segera-rilis-aplikasi-simkah-web-ini-keunggulannya-qba7v

dokumen pencatatan nikah dalam bentuk kartu yang dipandang lebih
efisien, ringkas untuk dibawa, lebih aman, dan tidak mudah rusak.

Dasar hukum penerbitan Kartu Nikah ini pada ayalmadalah
ketentuan pasal 18 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 tentang
pencatatan perkawinan yang menyebutkan bahwa pasangan suami istri
setelah menikah memperoleh buku pencatatan Perkawinan dan Kartu
Perkawinart® Kemudian untuk pemberian kartienggawinan itu sendiri
ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 693 Tahun 2018
tentang Pemberian Kartu Perkawinan yang menetapkan pemberian kartu
perkawinan bagi pasangan suami istri sebagai bukti dan dokumen tambahan
selain buku pencatatan perkawinaemudian dalam perkembangannya
Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 ini dicabut dan digantikan
oleh Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan
pernikahan. Pada dasarnya ketentuan mengenai kartu pernikahan baik
dalam PeraturaMenteri Agama Nomor 19 tahun 2018 maupun Peraturan
Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tidak banyak mengalami perubahan.
Penerbitan kartu nikah didasarkan pada ketentuan pasal 21 Peraturan
Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 yang menyatakan pasangan suami
istri mendapatkan Buku Nikah dan Kartu Nikah. Kartu nikah yang diberikan
menjadi bukti dan dokumen tambalfarTerkait Mengenai bentuk serta

spesifikasi kartu nikah ini diatur dengan Keputusan Direktur Jendral

31 Pasal 18 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 tentang pencatatan Perkawinan
32 pasal 21 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan
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Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 473 Tahun 202Qatey Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan.

Keberadaan kartu nikah ini tidak serta merta menggantikan posisi
dan fungsi dari buku nikah. Karena baik buku nikah ataupun kartu nikah
keduanya merupakan dokumen pencatatan pernikahan, letak peg@edaa
adalah kartu nikah adalah dokumen tambahan pernikahan dalam $efirtuk
file (digital). Buku nikah tetap menjadi dokumen resmi yang dikeluarkan
negara dan diperuntukkan bagi warga negara yang telah melaksanakan
pernikahan secara sah baik dari sudutdpag agama maupun negata.
Adapun manfaat kartu nikatdalahuntuk menghindapemalsuan terhadap
buku nikah danuga untuk mempermudah akses layanan KUA di shluru
IndonesiaMengingat sebelumnya pemalsuan buku nikah kerap terjadi di
Indonesia. Pemalsuamlokumen pada dasarnya sudah diatur dalam
ketentuan pasal 263 KUHP dengan ancaman hukuman penjara -selama
lamanya enam tahun bagi pelakunyartii nikah injugabisa dmanfaatkan
sebagai data penjangyangsahuntuk memenuhi persyaratan dalam urusan
perbakan atau lainnya?

Kemudian dalam perkembangannya Kementrian Agama
memutuskan untuk menerbitkan lagi kartu nikah fisik sejak bulan Agustus

2021. Keberadaan kartu nikah fisik kini digantikan dengan kartu nikah

3% Sovia Hasanah, iBekahkaMendaanwui ka\n Buku
https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/It5bebf884b64c8/benakketrnikah

menggantikarbuku-nikah/, diakses 30 November 2021.

34 Bangun Santoso, 03 Manf aat Kartu Ni kah
https://www.suara.com/news/2018/11/15/1128a3&faatkartu-nikah-menurut

kemenag?page=2diakses 31 Januari 2022
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https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5bebf884b64c8/benarkah-kartu-nikah-menggantikan-buku-nikah/
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https://www.suara.com/news/2018/11/15/112803/3-manfaat-kartu-nikah-menurut-kemenag?page=2

digital sesuai dengan Surat Edaran Ditjen Bimasm Nomor B

2361/Dt.111L1I/PW.01/07/2021 terkait penggunaan Kartu Nikah Digital.

Dilansir dari website Kemenag.go.id cara untuk mendapatkan kartu nikah

adalah

a. Datang ke Kantor Urusan Agama tempat menikah

b. Data pernikahan dimasukkan ke dalam web SistErformasi
Manajemen Nikah (simkah)

c. Kartu Nikah digital dikirim melalui email dalam bentuk soft file.

3. Manajemen Administrasi

Kata Manajemen diambi l daanu® t er mi r
yang ber maknagerei ayngragm lWemmdkna mel akuk:
kat a tersebut di gradpagereg YKamg meeamm@muny afi
menangant? Jika diterjemahkan dalam bahasa Inggris, bentuk kata benda
dari Managere adalah management Kata managementdalam bahasa
Indonesia mengandung arti pengelolaan. Henry Simamora fir@sit@n
manajemen sebagai sebuah prooses pendayagunaan bahan baku dan sumber
daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetafkadapun
fungsi dari manajemen yang dikemukakan Henry Fayol adalah
perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengiasiadi dan

pengawasan.

35 Abd RohmanKonsep Dasar ManajemdiMalang: Inteligensia Media, 2017), 7.
3¢ Harbani Pasolongreori Administrasi PublikBandung: Alfabeta, 2019), 96.
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Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan manajemen kemudian
dikategorikan dalam beberapa bidang, salah satunya adalah bidang
Administrasi. Manajemen administrasi menjadi salah satu bidang
manajemen yang memberikan informasi layanan imidtrasi dalam
melaksanakan kegiatan secara efektif. Tujuannya antara lain untuk
mengelola semua data secara lengkap sehingga dapat diperoleh sebuah
informasi yang dibutuhkan, menyediakan laporan yang relevan, dan

membantu perusahaan untuk memenuhi kéfautuerkait administrasi.

SIMKAH web beserta kartu nikah ini menjadi sebuah bukti
penerapan dari teori manajemen administrasi pada pemerintahan khususnya
di Kementerian Agama dengan berbasis perkembangan teknologi.
Perpaduan antara administrasi pernikadi@m perkembangan teknologi ini
bertujuan menghasilkan pelayanan yang lebih efisien dan lebih akurat baik
kepada pemerintah dalam melaksanakan kewajibannya maupun kepada
masyarakat yang membutuhkannya. Manajemen administrasi yang baik di
Kementrian Agama erupakan implementasi dari ketentuan undang
undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang

tentunya bertujuan melindungi dan mengayomi masyarakat.

. Teori Utilitarianisme Hukum

Secara singkat Utilitarianisnmaerupakan konsep keadilan mauer
yang timbul sekitar abad ke 18, yang dirintis oleh Jeremy Bentham-(1748

1832), John Stuart Mill (1806873), dan Rudolf von Jhering (1818
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1889)% Aliran ini memegang prinsip manusia akan melakukan tindakan
untuk memperoleh kebahagiaan yang sebesar lyasalan mengurangi
penderitaan. Inilah esensi dasar dari filsafat hukum Utilitarianisme. Adapun
beberapa tokoh aliran ini adalah
a) Jeremy Bentham (174B332)
Jeremy Bentham dikenal sebagai salah satu tokoh filsuf pendiri
aliran utilitarianisme, ahli ekonomiath ahli hukum teoritis yang lahir
pada 15 Februari 1748 dRed Lion Street Houndsditch, London,
Inggris 3 Beliau meninggal pada 6 Juni 1832 diusianya yang menyentuh
angka 85 tahun. la merupakan salah satu siswa yang berprestasi dimana
disekolahnyaywestmmster Schoglia mampu menguasai bahasa Yunani
dan Latin. Selepas dari sekolah tersebut ia pun melanjutkan jenjang
pendidikannya di Queen College, Oxford pada tahun 1760 dan berhasil
lulus pada November 1763. Tak sampai disitu pendidikannya terus
berlanjutd i Lincolnd I nn untuk mempel aj ar
Pada tahun 1781 ia bekerja di Earl of Shelburne dan disana ia
banyak berkenalan dengan politisi kelompok buruh ternama serta ahli
hukum. Kemudian di tahun 1785 Bentham pergi ke Rusia dan membuat
sebuah projek pengan yang dikenal dengaPanopticon yaitu sebuah
model penjara dimana para tahanan diawasi oleh penjaga tanpa terlihat.

Baru pada tahun 1790an gagasan gagasan Bentham mulai mendapat

37 Lili Rasjidi dan Ira Thania RasjidRengantar Filsafat HukumCet.lV (Bandung: Mandar Maju,
2007), 60.

38 Antonius Cahyadi dan E. Fernando ManullaRgngantar ke Filsafat HukunCet.2(Jakarta:
Kencana, 2008), 59.
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perhatian khusus dalam reformasi politik sehingga ia mendapatkan
penghagaan sebagai warga kehormatan di Prancis pada tahun 1792.
Pengaruhnya begitu besar dalpembaruan gagasan sekitar abad
ke 18 baik dikancah nasional maupun internasional sehingga ia
memperoleh julukan sebagai Luther of the Legal World (Luther dalam
Bidang hukum)®® Salah satu karyanya yang sangat monumental yang
melangitkan namanya adalafn Introduction to the Principles of
Morals and Legislatioryang terbit pada tahun 1789 dimana dalam buku
ini Betham menjelaskan mengenai prinsip Utilith®ada tahun 19&n
didirikanlah sebuah lembaga di University College yang bertujuan
untuk menyebarluaskan gagasan Bentham. Lembaga tersebut diberi
namarhe Bentham Project
Pada zaman Bentham masih hidup ketika revolusi industri baru
dimulai. Jadi bentham hidup pada pele perubahan sosial, politik, dan
ekonomi yang menggelora dalam peradaban barat. Keadaan masyarakat
prasejahtera pada hierarki sosial sangat memilukan dimana seseorang
dapat membeli hakak hukum di pengadilan. Kondisi yang demikian

dilihat Bentham sebagaebuah ketidakadilan yang miris.

®Zainal B. Septiansyah dan Muhammadsaf@Hukim b, fAKon:
dan | mpl ement as ijtihag:alurrehli Hukunm Idl@amdars Rramaia, Sosisol.34, 1

(Juni, 2018), 28.

40 Antonius Cahyadi dan E. Fernando ManullaRgngantar ke Filsafat HukunCet.2 61.
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Bentham menyatakan bahwa yang bagjoqd adalah yang
menyenangkan p{easurabl¢, dan yang buruk bad adalah
menyakitkan gain).** Inti dari filsafat ini bisa disimpulkan menjadi

flAlam telah menempatkan manusia Hawah kekuasaan

kesenangan dan kesusahan karena dengan hal itu kita

mempunyai gagasan yang tentunya mempengaruhi semua
pendapat dan ketentuan dalam hidup. Siapa yang hendak
melepaskan diri dari kekuasaan ini maka ia tidak mengetahui apa
yang ia katakan. Hal inihanya Dbertujuan guna mencari
kesenangan dan menghindari kesusahan. Perasaan yang selalu
ada ini hendaknya menjadi pokok studi para moralis dan
pembuat undang undang. Prinsip kegunaan menempatkan segala
sesuatu dbawah kekuasaan kedua hal terseifit
Jadi kebaikan dan kejahatan terhubung dengan kesusahan dan
kebahagiaan, posisi hukum adalah untuk menjaga eksistensi kebaikan
dan mencegah terjadinya keburukan atau dengan kata lain memelihara
kegunaan.

Konsepsi ini kemudian oleh Bentham juga diterapkan dalam
bidang hukum. Menurutnya hukum yang baik merupakan hukum yang
dapat memenuhi prinsip memaksimalkan kebahagiaan dan
meminimalkan penderitaan atau rasa sengsara dalam masyarakat.
Dalam bukunya, Theory Of Legislation Bentham mendefinisikan
pokok pokok hukm diantaranya memberi penghidupan, bertujuan

memperoleh materi yang berlimpah, mendorong persamaan, dan

memelihara keamanan. Tolak ukur baik buruknya sebuah tindakan

41 ndra Rahmatul | ah, arisfme: Kmseg dan AktHalisesinya Dalami Hukumn a r i
di I ndoaesliabb,; Bul et i nVolbuXk(208l),d5an Keadi |l an,

42 W. Friedmann,Teori dan Filsafat HukumTerj. Muhammad Arifin (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 1994), 112.
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tergantung pada kebahagiaan atau kesusahan yang ditimbulkan dari
tindakan tersebdt Demikian pula dalam hal perundang undangan,
tolak ukur sebuah peraturan perundang undangan itu baik atau buruk
adalah seberapa besar manfaat atau kebahagiaan yang ditimithegkan (
greatest happiness for the greatest nubffer

Pandangan ini pada dasarnya betadari perhaan Betham
terhadap Individu. Bentham ingin supaya hukum bmanjamin
kebahagiaan kepada setiap individu, bukan langsung ke masyarakat
secara keseluruhan. Walaupun glidain ia juga menyadari bahwa
kepentingan masyarakatup juga harus dipbatikan, di samping
kepentingan individu. Tujuannya mencegatadi bentrok kepentingan
sehingga timbuhomo homini lupugmanusia menjadi serigala bagi
manusia yang lain) maka kepentingan individu dalam mengejar
kebahagiaan sebesar besarnya perlu dibdthntuk menyeimbangkan
keduanya Bdtam berpandangan bahwa harus terdsipgpati daritiap
individu. Namunperhatiannya tetap terfokysada individu tersebut,
karena jikakebahagiaan individu telah tercapiaka secara otomatis
kebahagian masyarakat (kgshteraan) akamlapat terwujud secara
bersamaafr

b) Jhon Stuart Mill (180d.873)

43 Lili Rasjidi dan Ira Thlnia RasjidiPengantar Filsafat HukunCet.IV (Bandung: Mandar Maju,
2007), 60.

“4 Mahrus Ali, iPemetaan Tesis dalam Aliran
Met o do | oJgrmakHukura kus Quia lustum Faculty of Lavgl.24, 2 (April, 2017), 15.

45 Shidarta Darji DarmodiharjdoPokok Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat
Hukum di Indonesi&Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), 118.
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Setelah sebelumnya konsepsi tentang Utilitarianisme dibawakan
olah bentham, dalam periode selanjutnya Utilitarianisme diperbaiki dan
juga diperkuat oleh filsuf berkebangsaagdris bernama John Stuart
Mill. Beliau lahir di London tahun 1806 dimana ayahnya merupakan
filsuf dan ekonom terkemuka di Inggris ,James Mill. Sejak usia tiga
tahun Mill sudah diasah keahliannya terhadap penguasaan bahasa
Yunani sehingga pada usianya yamgnginjak 12 tahun ia tak asing lagi
dengan teks$eks berbahasa Yunani.

Ayah Mill ,James, merupakan sahabat dari Jeremy Betham
sehingga hal ini membuat Mill turut serta dalam Lingkaran
Utilitarianisme. Selain menjadi seorang profesor dalam bidang filsafat
Mill juga bekerj di East India Company sebagai peneliti utama yang
bertanggung jawab untuk mengatur administrasi wilayah jajahan
India*®

Sekitar tahun 1857 terjadi pemberontakan di India Utara yang
di kenal derSgpaynMutiis t v h a b d i kpnililc u ol eh
berpanjang akibat selisih paham antara dua kelompok adat yang
berbeda. Pemberontakan ini pun mengakibatkan pengambilalihan
wilayah India oleh kerajaan Inggri®alam kondisi seperti itu Mill
merasa ngeri dengan apa yang terjadi sehingga ia merantusikuk

pensiun dini dan enggaerlibatdalam pemerintahayangbaru ini.

4%Zainal B. Septiansyah dan Muhammad Ghalib, AKon:
dan Implementasny a di litinad: urralsHulaird Islam dan Pranata Sosidipl.34, 1
(Juni, 2018), 31.
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Nampaknya Mill memiliki tujuan untuk melanjutkan ide
Utilitarianisme dalam rangka memaksikeh kebahagiaasebesar
besarnyalan macegaherjadinyapenderitaan dan kesakitdnseluruh
dunia Oleh sebab itu dalam salah satu karyanya yang berjudul
utilitarism (1864), Jhon Stuart Mill nrmgemukakarb a h vAationfiare
right in proportion as they tend to
as they tend to promote the reverse of happof€ss

Dalam konsep utilitarianisme Mill ini setidaknya bisa
dikelompokkan dalam beberapa poin. Disini Mill merekonstruksi ulang
dari konsep utilitarianisme Bentham. Mill membuat pembaharuan
terkait prinsip kebermanfaatan yang berpatokan pada perbuatan dinil
baik dan benar jika memiliki tujuan akhir menjadi penunjang terciptanya
keadilan, dan menjadi buruk jika hal tersebut mendukung terjadinya
kejahatan. Kemudian menurutnya pada dasarnya manusia mempunyai
dua jenis kebahagiaan yaitu kebahagiaan hakikjgbgka panjang) dan
kebahagiaann sementara. Manusia mempunyai kuasa untuk memilihnya
sesuai yang mereka inginkaa.juga berpendapat bahwa sesungguhnya
dalam alam bawah sadar tak selamanya manusia itwamdrakan
sesuatu yang bersifat primer bagi diriniapi terkadang hanya sebagai

alat mencapai sebuah kebahagi&an.

Sepul |l ah, AKonsep Utilitarianisme John St u:

Pemi ki r an AglaniasJureahidsafat dan Teologi Islafesember, 2020), 251.

Sepull ah, AKonsep Utilitarianisme John St u:

Pemi ki r an AglaniasJureahidsafat dan Teologi IslafDesember, 2020), 254.
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Aspek psikologis sedikit banyak mempengaruhi pemikiran
pemikirannya. la berpandangan bahwa Manusia berusaha memperoleh
kebahagiaan dengan membangkitkan nafsunya. Yang hendak dicapai
manusia esungguhnya bukanlah benda atau sejenisnya, tapi
kebahagiaan yang ditimbulkan olehnya. Dalam pandangan Friedmann,
peran Mill dalam ilmu hukum terlihat dari penelusurannya yang
menghubungkan keadilan, kegunaan, kepentingan individu, dan
kepentingan umurf?.

Menurut Mill, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk

menolak dan membalas kerusakan atau penderitaan yang

diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang
mendapatkan simpati dari kita. Rasa keadilan dalam diri
seseorang akan memberontalerniadap kerusakan atau
penderitaan, tidak hanya atas dasar individualitas melainkan
hingga kepada orang lain yang kita samakan dengan diri kita
sendiri. Hakikat keadilan dengan demikian mencakup semua
persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan unatusia.

Jadi sumber dari kesadaran keadilan itu terdapat pada

rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan sirtfpati

John Stuart Mill menghembuskan nafas terakhirnya di Avignon
Prancis pada usia 67 tahun (1873). la meningalkan berbagai macam
karya yang monumental seperti On Liberty yang membahas mengenai
etika politik, Principles of Political Economy yang membahas mengenai

prinsip prinsip ekonomi dan politik. Melaui aksi aksinya ia juga

dikenang sebagai tokoh liberal yang mengkritisi kebijakan yaragali

“Hel manida, AUtilitar i aSmbw G@ehayahd(Mei, 2011, P35& af at Hukur
S0 Lili Rasjidi dan Ira Thania RasjidRengantar Filsafat HukunCet.lV (Bandung: Mandar Maju,
2007), 61.
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memposisikan rakyat pada kesusahan serta menuntut terciptanya
keadilan>!
c) Rudolf von Jhering (1818892)

Jhering memadukan antara teori Betham, John Stuart Mill dan
positivisme Hukum dari Jhon AusttA. Dalam beberapa literartur
memang aliran utilitarissme ini kerap dikaitkan dengan aliran
positivisme karena kedua teori tersebut pada akhirnya mempunyai
tujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Dalam
pendapat Jhering hukum dipandang sebaggperangkat kondisi
kondisi sosial yang dijalankamieh kekuasaan negara melalui paksaan
dari luar. Oleh karena itu Jhering membuat analogi aturan hukum itu
membutuhkan peran kekuasaan, tanpa hal tersebut sebuah aturan hukum
bagai api yang tidak panas.

Aliran filsafat utilitarianisme Jhering ini adalglenetapartujuan
sebagai prinsip umm di dunia. Maksudnya hukum diciptakan untuk
mengabdi pada tujuan tujuan sosial, kepentingan kepentingan individual
menjadi bagian dari tujuan solsi®pabila Bentham mempunyai ciri
yang individualistis, kemudian Mill menopyai ciri individualistis dan

kepentingan umum, maka Jhering mempunyai ciri tersendiri dengan

Asep Sepullah, AKonsep Ut ivasinyadgerhadapnilinsimeatalio hn St u
pemi ki r an AlaniasJuraaimilsafat,dan Teologi Islanvol.11, 2 (Desember, 2020),

151.

2Zainal B. Septiansyah dan Muhammad Ghalib, AKon:
dan | mpl ement as, ijtihag:alurrdhli Hukunm ldlanmmdars Rramaia Sosisol.34, 1

(Juni, 2018), 32.

53 Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullaimu Hukum & Filsafat Hukun{Yogyakarta:

Pustaka Pelajar, 2007), 105.
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menyeimbangkan antara berbagai kepentingan meliputi kepentingan
individu, masyarakat dan negara dimana ketiganya tetap mengejar
kesenangan dan menghindari peitdan®

Seperti dalam sebuah buku dikatakeh he esense of |
expressed in this purpose, which was the protection of society and
individual by coordinating those interest, thus minimizing
circumstances likely to lead to conflict. Under the law, intisres
of society will have precedence in the event or conflict. The needs
of man within society do®i nant ed

Jhering berpandangan bahwa hakikat hukum sesungguhnya
sebagai kehendak untuk melindungi kepentingan kehidupan bersama
dankepentingan individual. Kordinasi antara kedua aspek tersebut akan
meminimalkan potensi konflik yang dapat terjadi. Seperti yang
di k at ak aThe fankterr of timedaw fo secure and to maintain the
foundations of social li@ d a n The wavaaimé athe good of

society) 8

Jika dikaitkan dengan studi hukum islam maka teori ini selaras dengan

QSAI Bagarah (2): 201

R a@\@ﬁ%@ e

“Hel manida, #AUtil it ar i aSmbyw Gayadida(Ma,2015,i2558.af at Hukur
%5 Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullimu Hukum & Filsafat Hukum: Studi Pemikiran

Ahli Hukum Sepanjang Zamé@Yiogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 104.

56 Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatulldmu Hukum & FilsafatHukum: Studi Pemikiran

Ahli Hukum Sepanjang Zamat05.
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Dan di antara mereka ada yang berd
kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah

kamida r i azab nerakabo

Dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa pada ayat tersebut
terkandung sebuah doa yang meliputi berbagai kebaikan di dunia dan
menjauhkan dari segala kejahatan. Kebaikan di dunia mencakup segala
permintaan yang bersifat duniawi, berupadtgatan, rumah yang luas, istri
yang cantik rizki yang melipah, ilmu yang bermanfaat, amal shalih,
kendaraan yang nyamapyjian dan lain sebagainya yang tercakup dalam
ungkapan mufassir, dan di antara semua itu tidak ada pertentangan , karena
semuanya u termasuk ke dalam kategori kebaikan dunia. Sedangkan
mengenai kebaikan di akhirat, yang tertinggi adalah masuk surga dan segala
cakupannya berupa rasa aman dari ketakutan yang sangat dahsyat,
kemudahan hisab, dan berbagai kebaikaisan akhirat lainny&emudian
keselamatan dari api nerakaerarti juga kemudahan dari beghafaktor
penyebabnya di dunia, yaitu perlindungan dari berbagai larangan dan dosa,

terhindar dari berbagai syubhat dan-hal yang haram’

Dari beberapa uraian dtas, penulis mekgususkan menggunakan
teori Utilitarianisme dari Rudolf Von Jhering sebagai alat analisis dalam

penelitian ini. Mengingat dengan menggunakan teori Utilitarianisme Rudolf

57 Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin ishag Al Syeikhbaabut Tafsiir Min lbni
Katsir, Terj. M. Abdul Ghof far, Juz 2 (Bogor: Pust ak
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Von Jhering ini juga mengakomodasi teori Utilitarianisme yang

dikemukakan oleh JerenBentham dan John Stuart Mill.

. Kedudukan Surat Edaran dalam Peraturan Perundang Undangan Indonesia

Negara Indonesia dalam konstitusinya telah menyatakan dirinya
sebagai negara hukum sebagaimana termuat dalam ketentuan pasal 1 ayat 3
UUD RI Tahun 1945 sebaigaasil dari perubahan ketiga. Konsekuensinya
adalah peraturaperundang undangan yang sah dijadikan dasar oleh
pemerintah dalam mengambil berbagai tindakan. Peraturan perundangan
sendiri adalah sebuah aturan tertulis yang mengandung norma hukum dan
sifatnya mengikat secara umum serta dibuat oleh lembaga atau pejabat yang
berwenang berdasarkan peraturan perundang undangan.

Pedoman pembentukan peraturan perundang undangan telah diatur
pemerintah dalam Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang
pembentukangraturan perundang undangan. Dalam ketentuan pasal 7 ayat
(1) Undang Undang ini dijelaskan bahwa jenis dan hierarki peraturan
perundang undangan terdiri atas
1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3) UndangUndang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang
4) Peraturan pemerintah
5) Peraturan Presiden

6) Peraturan Daerah Provinsi
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7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kta

Selain itu Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 juga mengakui
bentuk peraturan yang lain. Dalaret&ntuan pasal 8 disebutkan bahwa
negara juga mengakui peraturan yang ditetapkan oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa
Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indesia, Menteri, Badan Lembaga,
atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang Undang, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota, Bupati / Walikota, Kepala Desa atau yang
setingkat sehingga memnyai kekuatan hukum mengikat selama
diamanatkan oleh Peraturan Perundang undangan yang lebih tinggi atau

dibentuk berdasarkan kewenangan.

Berdasarkan pemaparanalas dapat disimpulkan bahwa peraturan
perundangundangan diakui keberadaannya serta mewp kekuatan
hukum yang mengikat. Akan tetapi dalam praktiknya seringkali ditemui
produk produk peraturan kebijakare(eidregel, policy ruleyang memiliki
perbedaan ciri dengan peraturan perundang undangan. Peraturan kebijakan
ini berasal dari terminol g ifreie§ ermessén y ai t u kebijakan

dirumuskan oleh pejabat atau lembaga tata usaha negara berbentuk

8 pasal 7 ayat (1) Undang Uamay Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang undangan.
%9 pasal 8 Undantyndang Nomor 12 tahun 2011
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fjurisdische regeld s eper t i pedoman, pengumuman
mengumumkan kebijakan terseBtiDalam konsepsi negara hukum unsur

U n s fieies efimesesséen ant ara | ai n:

1) Ditujukan untuk melaksanakan tugas tugas pelayanan publik
2) Merupakan sikap tindak aktif dari pejabat administrasi negara
3) Diambil atas inisiatif sendiri
4) Bertujuan untuk memberikan solusi atas persoalan penting yang muncul
mendadak.
5) Dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan yang Maha Esa juga
kepada hukum
Berdasar teori datas maka bisa ditarik kesimpulan bahwa surat
edaran termasuk dalabeleidsregel peraturan kebijakan yang juga harus
sejalan dengan asasas pembentukan peratug@erundang undangan dan
asas pembuatan peraturan kebijakan yang baiiriselen van behoorlijke

regelgeving.

Kemudian substansi dari surat edaran Ditjen Bimas Islam NBmor
2361/Dt.111.11/Pw.01/07/2021ni adalah penghentian penerbitan kartu nikah

fisik yang kemudian diganti dengan kartu nikah digital.

50 Phillipus M Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indones{Xogyakarta: Gadjahmada
University Pers, 2005), 130.
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BAB Il

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data
yang digunakan untuk tujuan tertentu. Cara ilmiah tersebut dapat diartikan bahwa
kegiatan penelitian tersabdilakukan dengan ciri keilmuan sebagai pedomannya,
seperti rasional, empiris dan sistemétiRasional bermakna penelitian tersebut
dilakukan menggunakan catara yang masuk akal sehingga bisa ditangkap oleh
nalar manusia. Empiris bermakna caesa yag digunakan dalam penelitian
tersebut teramati oleh indra manusia sehingga orang lain pun bisa mengamati dan
mengetahuinya. Sistematis bermakna proses penelitian tersebut dilakukan dengan
tahapan yang logis. Jika sebuah penelitian telah memenuhi peasyseegtebut

tentunya menghasilkan datiata yang valid.

Berikut merupakan metodmetode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini

meliputi:
A. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitigaridis administratif dalam
penelitian ini, yaknipeneltian yang dilakukardengan meninjau suatu aspek
hukum dari sebuakegiatanadministrasi.Penditian semacam ini dilakukan

denganmencari informaske lapangan secara langsung untuk mendapatkan

51 Sugiyono Metode Pendian Kuantitatif Kualitatif dan R&D Cet, 19 (Bandung: Alfabeta, 2013),
2.
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faktafakta beserta data yandiperlukan setelah itu data datarsebut dikaji

dalam proses penelitian yangdjteruskan pada pemahaman masalah dan
dirampungkan dengapenyelesaian masalah. Penelitian ini dilakukan dengan
mendatangi langsung pegawai KUA kecamatan Tumpang sebagai harasumber
yang memberikan informasi mgenaipenerapan penerbitan kartu nikah digital
yang kemudian digali aspek hukum dari proses pengadministrasian kartu nikah

digital.
B. Pendekatan Penelitian

Penulis memakai pendekatan kualitatif dalam penelitian yiaitu
peneliti mengumpulkan informagangdiambil dariproses wawancara bersama
pegawai KUA Kecamatan Tumpang terka@nerapafenerbitan Kartu Nikah
digital yang kemudian dikaji dengan perspektif teori utilitarianisme hukum.
Dengan pendekatan kualitatif penelitian ini menghasilkan data yasgaber
deskriptif yaitu data data suatu penelitian yang digunakan untuk
mendeskripsikan sesuatu yang terjadi kemudian disusun secara sistematis.
Pendekatan ini digunakan untuk mengungkap suatu keadaan ataupun objek
dalam konteksnya, menemukan makna atawgpeman yang mendalam terkait
permasalahan yang dihadapi, yang dapat dilihat dalam bentuk data kualitatif,

baik berupa gambar, kata, maupun kejadian serta dedfumal setting?®

C. Lokasi Penelitian

52 Muri Yusuf, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabung@akarta:
Kencana, 2014), 43.
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Penelitian ini dilaksanakan di Keor Urusan Agama Kecamatan
Tumpang kabupaten Malang. Lokasi ini menjaadiihan peneliti karena
mengingat KUA Kecamatan Tumpang merupakan salah satu KUA yang belum
terfasilitasi alat penerbit kartu nikah sebelumnya. Jadi di KUA Kecamatan
Tumpang sebelumnya belum pernah melakukdaypaan penerbitan kartu
nikah di periode kartu fisik. Sehingga nantinya dapat menjawab pertanyaan
apakah dengan kemunculan kartu nikah digital ini merupakan sesuatu yang
memiliki urgensi tersendiri di KUA Kecamatan Tumpang atau bahkan

sebaliknya.
D. Jenis dan Sumber Data

a. Sumber Data Primer
Sumber data primemerupakansumber data yang diperoleh
langsung oleh peneliti melalui sumber pertasmsuadengan masalah yang
diteliti.®® Data priner dari penelitian ini didapatkastari hasil wawancara
terhadap beberappegawai KUA Kecamatan Tumpang dan beberapa,
dokumentasi serta observasi terkait urgensi penerbitan kartu nikah digital.
b. Sumber Data Sekunder
Sumber data sekundadalahsumberdatadatayang memberikan
penjelasan atau juggéambahanuntuk menguatkardata priner. Data
sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui jurFarnal hasil

penelitian yang dilakukan sebelumnya, bitkiku hukum atau bukhbuku,

63 Amiruddin dan Zainal AsikinPengantar Metode Penelitia@dakartaPT Raja Grafindo Persada,
2006), 30.

44



kitab-kitab, hukum islam peraturan perundang undangaerta buku atau
referensi lainerkait pernikahan,&tu nikah digital, teori utilitarianisme dan

kepastian hukum.
E. Metode Penentuan Subjek

Penentuan subjek atau informan diperlukawuk mendapatkardata
atau informasiyang dibutuhkandalam penelitian. Maka dari itu metode
penentuan subjefang digunakan dam penelitian iniadalalmetodepurposive
sampling yaitu teknik pengambilan sampel atau subjek berdasatipman
tertentu®* Subjek penelitianyang penulis gunakaadalah pegawai Kantor

Urusan Agama Kecamatan Tumpatan beberapa masyarakat

Adapun infornandalam penelitian inantaralain

No. Nama Jabatan
1 | H. Lasimin, SH., M.Ag Kepala KUA Kec. Tumpang
2 | Drs. H. Arofi Penghulu
3 | Ida Zuhriyah, SE. Penyusun Bahan Urusan Agama KUA Ke
Tumpang
4 | Reni Agustin Masyarakat
5 |Al fian Nat us | Masyarakat

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti
dalam memperoleh data penelitian. Adapun metode pengumpulan data dalam
penelitian ini yaitu

a. Wawancara

64 Sugiyono,Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&Bandung: Alfabeta, 2009), 300.
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Wawancara merupakan keadaan dimana peran pribadi antar @agg y
bertatap muka, yatu ketika seorang pewawancara menanyakan pertanyaan
pertanyaan yang sudah dirancang sebelumnya agar mendapat jawaban yang
sesuai dengan masalah penelitian kepadanber informasi atau
narasumbef® Jadi data dalam penelitian ini ddipakan dari hasil
wawancara kepada pegawai KUA Kecamatan Tumpang mengenai urgensi
dan penerapgpenerbitan kartu nikah digitdi KUA Kecamatan Tumpang

b. Dokumentasi
Dokumentasidigunakan sebagai penguat dan penjelas data primer yang
dihasilkan dari proses.éBtuk dkumentassendiri bisa berupa sumber data
tertulis dan/atau sumber dalam bentuk gamBdaokumentasi yang
digunakan dalam penelitian imidalahfoto bersama narasumber sebagai
bukti bahwa wawancara telah dilakuk&elain itu hasil wawancara juga
didokumentasikan dalam bentuk tertulis yang ditanda tangani oleh
narasumbeirSelain itu bentuk lain dokumentasi dalam penelitian ini adalah
data jumlah pernikahath KUA Kecamatan Tumpang di tahun 2022.

c. Observasi
Observasi adalah salah satu metode pengumpidéa dimana informasi
diperoleh dari apa yang peneliti saksikan selama proses penelitian.
Penyaksian ini bisa dengan cara melihat, mendengar, merasakan, kemudian

dicatat dengan seobjektif mungkin. Adapun beberapa manfaat observasi

5 Muri Yusuf, Metode Penelitian: Kualntitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabung@akarta:
Kencana, 2014), 366.
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diantaranya meningkataykemampuan memahami konteks data dalam
keseluruhan keadaan sosial. Selain itu peneliti juga bisa memperoleh
pengalaman secara langsung dan menemukahahalang tak teramati
orang lain yang belum terungkap dalam proses wawancara terkait
penerbitan kartunikah digital di KUA Kecamatan Tumpaiig.Bentuk
observasi dalam penelitian ini adalah dengan mengamati pengetahuan dan
kemampuan masyarakat terhadap teknologi lebih khususnya terkait kartu

nikah digital.
G. Metode Pengolahan Data

Tujuan dari tahapanegmgolaha dataadalahagar data yang diperoleh
tersusundengan baik, rapi dan sistemasikhingga mudah untuk dipahami.
Adapun tahapan yang yang harus dilalui dalam mengolah data, diantaranya
a. Pemeriksaan datamerupakan tahap enelaatkembali catatan, infornsa
dan data yang telah didapatkditapangan

b. Pengelompokkan datayang bertujuan untukiemisahkan dataerdasarkan
kelompoktertenty

c. Verifikasi, yaitu dengan melakukgemeriksaan kembatiata yang telah
diperolehguna mencegakesalaharsehingga data tezbutmenjadivalid

dan akurat;

56 Sugiyong Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & Bandung: Alfabeta, 2009), 229.
67 Fakultas Syariah UIN Maulana Malik lbrahifledoman Penulisan Skripsi Tahun 2029.
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d. Analisis, yaitu mengkaji mengenai data data yang telah diperoleh mengenai
pandangan pegawai KUA Kecamatan Tumpang mengenai urgensi kartu
nikah digital menggunakan teori utilitarianisme hukum

e. Kesimpulan, merupakan tahap aktari sebuah penelitialalam bab ini
dipaparkarjawaban dari rumusan masalah secara singkat namun jelas dan
mudah dipahami mengenai UrgenBienerbitan Kartu Nikah Digital

Perspektif Teori Utilitarianisme Hukum.
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BAB IV
PENERAPAN PASAL 21 PMA NOMOR 20 TAHUN 2019TENTANG
KARTU NIKAH DIGITAL DI KUA KECAMATAN TUMPANG

PERSPEKTIF TEORI UTILITARIANISME HUKUM

. PenerapanPenerbitan Kartu Nikah Digital di KUA Kecamatan Tumpang

Kartu nikah merupakan sebuah inovasi dari Kementrian Agama dalam
hal pencatatan pernikamaengan basis perkembangan teknologi. Kartu nikah
ini mulai dirilis pada akhir tahun 2018 dengan bentuk sepeKilTE dan
dilengkapi barcode yang berisi data pernikahan pengantin. Kartu nikah ini
diterbitkan sebagai dokumen tambahan dalam peristiwva diank
Keberadaan buku nikah tetap menjadi dokumen pernikahan yang resiwalDi
peluncurannya, kartu nikah ini cukup menuai pro kontra terkait urgensi
pengadaan dokumen tersebut. Mengingat dalam penerbitan kartu nikah tersebut
memakan anggaran dana yangup besar. Dengan anggaran dana yang begitu
besar layak dipertanyakan pula sebesar apa urgensi, manfaat serta dampaknya.
Kemudian di pertengahan tahun 2021 penerbitan kartu nikah ini pun dihentikan
dan digantikan dengan Kartu Nikah Digital.

Dalam pemba#san ini, peneliti menyajikan dadiata terkait Urgensi
diterbitkannuya Kartu Nikah Digital di wilayah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Tumpang yang dihasilkan melalui proses wawancara yang
dilakukan terhadap beberapa pegawai KUA Kecamatan Tumpang dan beberap

masyarakat Kecamatan Tumpang.
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Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan bersama Bapak Drs. H.
Arofi selaku Penghulu KUA Kecamatan Tumpang, beliau menuturkan
fiKalau untuk kartu nikah digital ini memanigrmasuk layanaryang
baru dari Kementrian AgamaTekait latar belakang penerbitannya
yang pasti Kementrian Agama ingin mengikuti perkembangan
teknologi dalam memberikan pelayanannya kepada masyarakat.
Dimasa sekarang ini kan semuanya serba digital, nah demi pelayanan
yang optimal baik sekarang maupun uatnasa mendatang, maka
Kementrian Agama berusaha menerapkan itu tak terkecuali di Kantor
Urusan Agama. Kami selaku pegawai kementrian Agama harus
mengikuti kebijakan tersebut. Selain itu KUA juga sekarang tidak perlu
mencetak kartu nikah tersebut karenagaiberikan dalam bentuk file
kepada masyarakat. Il ni juga %embuat
Dalam wawancara ini bapak Drs. H. Arofi menyatakan bahwa
sesungguhnya kemunculan kartu nikah digital ini merupakan dampak dari
perkembangan teknologi. Sepeliketahui bersama bahwa sekarang semua hal
perlahan tapi pasti mulai beralih kepada sistem digital yang dinilai lebih efisien
dan tidak ketinggalan jaman. Kartu nikah pun diluncurkan dengan sistem digital
jadi masyarakat tetap menerima kartu nikah tafam bentuk file. Sebelumnya
bentuk kartu/sertifikat yang sama juga bisa ditemukan pada kartu vaksinasi
Covid-19. Jadi kartu nikah digital semacam itu bukanlah yang pertama ada,
melainkan ada percontohan penerapannya sebelumnya pada pelayanan yang
lain. Dai keterangan tersebut yang menjadi hal mendesak dari penerbitan kartu

nikah digital adalah perkembangan teknologi dalam hal pelayanan masyarakat,

dengan bentuk soft file kartu nikah digital mudah untuk dibawa berpergian.

%8 Arofi, Wawancara KUA Kecamatan Tumpang, 7 Maret 2022)
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Kemudian menurut Ibu Ida Zuhriyals.E selaku Penyusun Bahan
Urusan Agama Kecamatan Tumpang juga menyampaikan pandangannya
terkait latar belakang penerbitan kartu nikah digital ini.

APenerbitan kartu ni WKatah belakangii t a |

perkembangan teknologi, menurut saya juga sasaitu langkah

penghematan pengeluaran negara. Alat pencetakannya itu kan juga
tidak murah, belum lagi ditambah bahan bakunya. Kita tau dimasa

pandemi ini sektor ekonomi disegala sisi terguncang, dan pemerintah
memprioritaskan alokasi anggarannya untuk pegenan pandemi

ini.o>

Dari keterangan tersebut terlihat kepentingan yang mendesak dari
penerbitan kartu nikah digital ini adalah penekanan pengeluaran negara.
Sehingga anggaran tersebut dapat dialokasikan kepada keperluan lain yang
lebih mendesak. Mengiag dalam penerbitan kartu nikah fisik sebelumnya
memakan anggaran yang cukup tinggi. Jika ditarik mundur kebelakang
pengadaan kartu nikah fisik dalam periode tahun 2018 Kementerian Agama
menerbitkan kartu nikah fisik sebanyak 1 juta kartu yang disebar &bt
besar di Indonesia. Anggaran yang digunakan sebanyak Rp. 680.00@ad@0,
diambil dari dana APBN. Di tahun selanjutnya kartu nikah yang dicetak
mencapai 2 juta kartu dimana sumber dananya diambil dari Pendapatan Negara
Bukan Pajak (PNBPY

Serupadengan pendapat Bapak Drs. H. Arofi, dalam wawancara

bersama bapak H. Lasimin, S.H,. M.Ag selaku kepala KUA Kecamatan

89 |bu Ida Zuhriyah, Wawarmra (KUA Kecamatan Tumpang, 7 Maret 2022)
" Ambarani e Nadi a Kemal a Movanita, AfAnggar an
https://ekonomi.kompas.com/id2018/11/23/124200826/anggatikartu-nikah-diambildark

pnbp, diakses 11 Maret 2022.
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Tumpang juga memberikan pandangannya terkait latar belakang penerbitan

kartu nikah digital ini
AYang past.i | at ar tad Iniaperkemigang&na r t u
teknologi ya mas. Kan sekarang teknologi berkembang sangat dinamis,
jadi kami selaku pelayan masyarakat ya harus mengikuti itu. Tapi
selain itu munculnya kartu nikah digital ini juga dipicu tidak
berjalannya sistem yang dulu (kartikah fisik). Dari beberapa KUA
di Kabupaten Malang yang punya alat pencetakan untuk kartu nikah
itu juga tidak banyak. Dan yang sudah punya alat pencetakan pun
belum tentu langsung bisa mencetak kartu nikah tersebut dengan
lancar, baik karena kendala sisterBDM, atau yang lainnya. Jika
dibandingkan antara KUA yang bisa menerapkan dengan baik dan
yang belum masih banyak yang belum mas. Maka dari itu menurut saya

ini merupakan langkah penyederhanaan oleh Kementrian Agama agar
kartu nikah inibisa tercapai tujannya @

Dari wawancara tersebut menurut bapak H. Lasimin S.H., M.Ag latar
belakang penerbitan kartu nikah digital ini selain mengikuti perkembangan
teknologi juga merupakan sebuah respon Kementrian Agama terkait tidak
berjalannya penerbitan kartu nikabdalam bentuk sebelumnya karena
banyaknya kendala yang ditemui. Dari pendapat tersebut dapat ditemui hal yang
mendesak dalam penerbitan kartu nikah digital adalah sebuah solusi dari tidak
berjalannya penerbitan kartu nikah fisik pada masa sebelumnya.séditan
alat pencetakan dan bahan menjadi kendala sehingga penerbitan kartu nikah
tidak bisa merata di setiap KUA. Dengan kartu nikah digital ini setiap KUA
yang terhubung dengan Simkah web dapat melakukan penerbitan kartu nikah
digital tanpa bergantung te¥sediaan alat pencetakan dan bahan. Oleh karena

itu penerbitan kartu nikah ini menjadi penting dan mendesak.

1 Laismin WawancargdKUA Kecamatan Tumpang, 7 Maret 2022)
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Selain itu dari keterangan tersebut penulis juga menangkap kepentingan
mendesak dari penerbitan kartu nikah digital ini adalah sebagai perwujudan
keadilan dan pemerataan dalam pelayanan kepada masyarakat. Dengan
penerbitan kartu nikah digital ini dapat menjangkau masyarakat jauh lebih luas.
Mengingat dalam periode sebelumnya kartu nikah fisik hanya bisa diterbitkan
oleh KUA tertentu saja. KUA yangerhalangan untuk menerbitkan kartu nikah
fisikk maka yang terkena dampaknya adalah masyarakat dalam lingkup satu
kecamatan yang menjadi wilayah KUA tersebut tidak bisa memperoleh
pelayanan kartu nikah. Hadirnya kartu nikah digital ini dapat memberikan
keadlan pelayanan kepada masyarakat khususnya penerbitan kartu nikah
digital ini..

Kartu nikah digital dan buku nikah yang memuat barcode yang
terhubung langsung kepada Simkah Web akan melindungi dokdakemmen
tersebut dari pemalsuan yang marak terjadic8&de yang tersedia hanya bisa
dibuat oleh Kementerian Agama di pusat, jadi diharapkan hal ini dapat
meminimalisir terjadinya pemalsuan dokumen. Sebagai contoh tahun lalu di
Surabaya pihak kepolisian menangkap pelaku pemalsuan dokumen mulai dari
buku nikahhingga ijazah. Berdasarkan pengakuan pelaku untuk buku nikah
dikenakan tarif sebesar 1 juta rupiah. Yang bersangkutan kini telah diamankan
pihak berwajib dan akan diproses secara hukum. Tindakan demikan merupakan
perbuatan yang melanggar ketentuan 263 Klig#ffang pemalsuan dokumen.
Baik pelaku maupun pengguna dokumen palsu tersebut diancam dengan

hukuman 6 tahun penjara paling lama. Walaupun di KUA Kecamatan Tumpang
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belum terjadi kasus seperti demikian hadirnya barcode dalam kartu nikah dan
buku nikah inidapat menjadi langkah preventif pada wilayah lain terhadap
kasus serup#.
Terkait perbandingan dengan kartu nikah yang telah ada sebelumnya,
bapak Drs. H. Arofi menyatakan
fipada dasarnya sama saglengan kartu nikah sebelumnya. Fungsinya
sama seperti sehamnya yaitu digunakan oleh pasangan yang hendak
berpergian dan membutuhkan bukti status pernikahannya tidak usah
repotrepot bawa buku nikah yang ukurannya lumayan besar, sehingga
kemungkinan hilang atau rusaknya buku nikah tersebut bisa

diminimalisir. Hanya saja yang didapatkan masyarakat ini dalam
bentuk file bukan fisik 7

Jadi urgensi dari penerbitan kartu nikah digital dari keterangan tersebut
adalah memberikan kemudahan masyarakat dalam mengakses status
pernikahannya jika sewakimaktu diperlukan kususnya ketika berpergian.
Sehingga pasangan tersebut tidak perlu membawa buku nikah yang asli guna
meminimalisir resikeresiko yang akan terjadi seperti rusak atau hilang.

Kemudian pendapat senada juga dikemukakan bapak H. Lasimin S.H.,
M.Ag

i k a |l a uingkan litasebenarnya sama saja mas dari segi fungsi,

belum ada perubahan atau penambahan. Hanya saja kan kartu yang

diterima masyarakat berbentuk file. Nah kemudian terserah
masyarakat itu sendiri mau mencetak kartu tersebut atau tidak. Jadi
masyarakat mmpunyai keleluasaan untuk mencetak kartu nikah

tersebut yang pastinya dicetak diluar KUA dan menggunakan biaya
sendfri. o

Amir Baihagqi, iPemal su Buku Nikah di Surabaya
https://news.detik.com/berijawatimur/d-5777162/pemalsbuku-nikah-di-surabayaditangkap
tarifnya-hinggarp-25-juta, diakses 11 Maret 2022.

73 Arofi, Wawancara (KUA Kecamatan Tumpang, 7 Maret 2022)

4 Lasimin, Wawancara (KUA Kecamatan Tumpang, 7 Maret 2022)
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Pendapat tersebut ditambahkan oleh ibu Ida Zuhriyah, S.E yang

menyatakan

fidengan keleluasaan masyarakat untuk mencetak atau tiddl kar
nikah digital yang telah didapat, masyarakat juga leluasa mau
mencetak kartu nikah digital tersebut dengan ukuran berapa pun sesuai
dengan keinginamya Kan kami disini sebagai pegawai KUA yang
melakukan arahan dari atasan (Kementrian Agama) sudah
membekan kartu tersebut kepada masyarakghng mempunyai
hako’

Dari kedua keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa penerbitan
kartu nikah digital ini menjadi penting karena kartu nikah digital ini
memberikan keleluasaan penggunanya untuk mencetak dékukartu yang
dimilikinya tersebut. Mengingat bentuknya yang berupa soft file sehingga dapat
pula kartu tersebut dibuka melalindphondanpa perlu mencetaknya. Jika
dicetak pun masyarakat memiliki kebebasan pula terkait ukurannya karena
memang belum adaturan yang mengatur mengenai ukuran kartu nikah yang
bisa dicetak. Jadi masyarakat leluasa mencetak dengan ukuran berapapun sesuai

keinginannya.

Terkait prosedur untuk mendapatkan kartu nikah ini di KUA
Kecamatan Tumpang, ibu Ida Zuhriyah menjelaskanmaalui proses

wawancara yang telah dilakukan.

fiKalau untuk prosedur mendapatkan kartu nikah digital di KUA
Kecamatan Tumpang ya dengan mengisi pendaftaran nikah yang
online itu, makanya saat ini kami hanya memprioritaskan pada
pasangan yang menikah dhtan berjalan.Untuk pasangan yang telah
lama menikah kami belum mampu membantu karena keterbatasan

S1da Zuhriyah, Wawancara (KUA Kecamatan Tumpang, 7 Maret 2022)
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SDM yang ada disinDalam formulir pendaftaran nikah tersebut juga

wajib mencantumkan alamat email yang aktif. Salah satu fungsinya

adalah untuk mengirimkankartu nikah digital ini kepada

penerimanya ®

Dari keterangan catas dapat diketahuara mendapatkan kartu nikah
digital lebih efisienjika dibanding kartu nikah fisik pada periode sebelumnya
Jika pada kartu nikah fisik sebelumnya untuk memperoletu kakah harus
menunggu ketersediaan bahan baku dan alat pencetak di KUA yang
membawabhi wilayah tersebut, dengan kartu nikah digital ini pengadaannya tak
perlu tergantung pada hal semacam itu lagi. Serah terima kartu nikah digital
pun lebih mudah karendditersebut dikirimkan melalui email atau bisa juga

dengan messcan barcode yang ada di buku nikah kemudian mendownload

secara mandiri kartu nikah digital tersebut.

Jadi di KUA Kecamatan tumpang ini kartu nikah digital masih
diprioritaskan untuk pasangaang menikah ditahun berjalan. Sementara bagi
pasangan yang menikah dthawah tahun 2022 pihak KUA Kecamatan
Tumpang belum bisa membantu. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan SDM
yang dimiliki. Tapi bukan berarti pasangan tersebut tidak bisa mendapatkan
kartu nikah digital. Adapun jumlah pernikahan di KUA Kecamatan Tumpang

periode bulan Januari hingga Maret 2022 adalah sebagai berikut

No Bulan Jumlah Pernikahan
1 Januari 37
2 Februari 42
3 Maret 57

®1da Zuhriyah, Wawancara (KUA Kecamatan Tumpang, 7 Maret 2022)
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Walaupun dengan adanya kartu nikah digitalnm@mbuatpekerjaan
pegawai di KUA cenderung lebih efisien, namun dalam praktik penerbitannya
juga tak lepas dari berbagai hambatan yang dihadapi. Hal ini disampaikan bapak

Drs. H. Arofi sebagai berikut

AKendal anya itu kadang tida¥a muncul
Dengan pendaftaran nikah online itu calgengantin juga harus
mengunggalioto sesuai ketentuan. Terkadang catin ini tidak mengerti
bagaimana cara mengunggah foto tersebut. Ada juga yang sudah
mengunggah namun tidak sesuai ketentuan seperti ukurdotdilgang

terlalu besar. Kalau demikian foto tersebut tidak bisa muncul di Kartu

Nikah Digital. Ya pada akhirnya kita yang membantu
menyel edai kan. o

Kemudian Ibu Ida Zuhriyah, S.E menambahkan sebagai berikut
fiKadangkadang itu juga servernya yang bermiaasehingga harus
menunggu beberapa saat untuk menggunakannya kembali. Ya maklum

saja yang menggunakan kan seluruh Indonesia, mungkin saat itu
databasenya lagi overload atau sedang dalam perbaikén

Dari keterangan tersebut diketahui salah satu kerydalg dirasakan
oleh beberapa pegawai KUA Kecamatan Tumpang adalah foto pengantin yang
seringkali tidak muncul pada kartu nikah digital. Penyebabnya adalah
ketidaktahuan calon pengantin mengenai upload foto saat pendaftaran
pernikahan. Selain itu juga fifeto yang diunggah terlalu besar yang melebihi

100 kb jadi foto tersebut tidak bisa muncul pada kartu nikah digital. Kemudian

™ Arofi, Wawancara (KUA Kecamatan Tumpang, 7 Maret 2022)
"8 1da Zuhriyah, Wawancara (KUA Kecamatan Tumpang, 7 Maret 2022)
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server simkah web terkadang juga bermasalah sehingga menghambat
penginputan data pernikahan, yang tentunya berdampak pada @enkabiti

nikah digital.

Mengingat kartu nikah digital ini merupakan produk layanan yang bisa
terbilang baru, maka dijelaskan oleh bapak H. Lasimin, S.H., M.Ag terkait
langkah langkah KUA Kecamatan dalam mengenalkan kartu nikah digital ini

kepada masyaraka

fiYa memang baru ya kartu nikah digital ini. Apalagi pada kartu nikah
sebelumnya itu KUA sini belum bisa melayani karena memang tidak
ada alatnya, jadi masyarakat perlu dikenalkan pepetan terkait hal

ini. Saat ini fokus kami hanya pada pasangan yaegikah di tahun

ini. Ketika joblokan kita beritahu terkait kartu nikah digital .irf®

Jadi sosialisasi kartu nikah digital di KUA Kecamatan Tumpang hanya
mampu dilaksanakan pada saat joblokan atau pemeriksaan pernikahan saja.
Sembari petugas KUA memerikdakumendokumen pernikahan beserta calon
pengantin dan walinya, petugas tersebut juga menjelaskan dokumen apa saja
yang diterima setelah akad nikah nanti, salah satunya adalah kartu nikah digital.

Oleh sebab itu kartu nikah digital ini di wilayah KUA Keeatan Tumpang

masih diprioritaskan kepada pasangan yang menikah pada tahun berjalan.

Kemudian bapak H. Lasimin, S.H., M.Ag juga memberikan komentar
terkait hubungan penerbitan kartu nikah digital ini dengan kondisi dan

kebutuhan masyarakat Kecamatan Tungpan

® Lasimin, Wawancara (KUA Kecamatan Tumpang, 7 Maret 2022)
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fikalau penerbitan kartu nikah digital ini dikaitkan dengan kondisi
masyarakat kecamatan Tumpang saya rasa yangootefrkan masih
sedikit ya. Kan kartu nikah digital ini digunakan untuk masuk hotel atau
keperluan yang memerlukan bukti status pernikahangycepat.
Sementara kita lihat rata rata pekerjaan masyarakat sini kan petani,
kemungkinan juga jarang menggunakannya untuk pergi ke hotel atau
lainnya. Masyarakat menaruh perhatiannya hanya pada dokumen
dokumen yang digunakan pengurusan administrasi.aPhadl ini
pengurusan administrasi di KUA masih menggunakan buku nikah
sebagai dokumen resmi, sehingga kartu nikah digital ini belum bisa di
optimalkan fungsinya®®

Kemudian Bapak Drs. H. Arofi menambahkan sebagai berikut

fiKurang sesuai ya kalau menurutysakarena masyarakat Tumpang
juga banyak yang masih merababa dunia teknologi. Kartu nikah
digital ini dikirim melalui email, tapi sebagian besar masyarakat sini
itu kurang memahami fungsi dan cara mengoperasikan email itu
sendiri. Mereka membuat emaierkadang hanya sebatas untuk
membuat sosial medidapi kami sebagai pegawai juga harus tetap
melaksanakan perintah dari atas&h

Ibu Ida Zuhriyah, S.E juga memberi tangaapan terkait hal ini

fimemang masyarakat Tumpang agak bingung ya dengan sist=m

yang online seperti ini. Jangankan untuk kartu nikah digital,
pendaftaran nikah online itu saja sangat jarang orang yang bisa

mel akukan, mungkin hanya 10 yang
online secara mandiri, mas nya kan juga gimana kondisinya seperti

apa Jadi untuk yang digitatligital ini perlu edukasi yang lebih kepada
masyarakat??

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa jika
dihubungkan antara penerbitan kartu nikah digital dan kondisi masyarakat

kecamatan Tumpang relatif kurang seskaiena masih masyarakat sedikit

yang memerlukan kartu nikah digital ini. Mengingat ratta pekerjaan
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masyarakat adalgtetanidan jarang pula mereka menggunakannya untuk pergi
ke hotel atau penginapan. Masyarakat pun lebih fokus pada dokumen dokumen
yang menjadi syarat pengurusan administrasi seperti buku nikah. Selain itu
masyarakat kecamatan Tumpang terbilang masih meadiaaperihal dunia
teknologi. Bukan tanpa alasan, hal ini bisa dilihat ketika pendaftaran nikah
online. Sebagian besar masyarakatitvebisa melakukan pendaftaran tersebut
secara mandiri, hanya sedikit yangemgerti dan mampu menerapkannya
apalagi perihal kartu nikah digital ini. Kartu nikah digital tersebut dikirimkan
melalui email, sementara ratata masyarakat kurang mengetahui derk
emailnya sendiri. Kebanyakan masyarakat hanya menggunakan email untuk

daftar sosial media saja, sementara untuk fungsi yang lain tidak diperhatikan.

Dalam hal kedudukan dari kartu nikah digital ini dalam pengurusan
administrasi di KUA Kecamatan Tumpgnbapak H. Lasimin, S.H, M.Ag

menjelaskan

fisaat ini kedudukan kartu nikah digital kan masih sebagai dokumen
tambahan saja, fungsinya pun belum bisa menggantikan kedudukan
buku nikah sebagai dokumen pernikahan yang sah. Jadi kalau dalam
hal urusan adminisési di KUA Kecamatan Tumpang ini belum bisa
diterapkan. Pengurusan administrasi masih mensyaratkan buku nikah
sebagai dokumen pernikahan yang.s&h

Kemudian sependapat dengan pendapat bapak H. Lasimin S.H., M.Ag,
bapak Drs. H. Arofi juga menambahkan

fibelum bisa kalau untuk pengurusan administrasi disini. Karena
memang statusnya masih sebagai dokumen tambahan, jaditzang

83 | asimin, Wawancara (KUA Kecamatan Tumpang, 7 Maret 2022)

60



masih buku nikah. Kita apil contoh untuk legalisir buku nikah,
biasanya mensyaratkan buku nikah yang asli untuk pengecekkan
keadian dokumen tersebut. Walaupun sekarang sudah ada kartu nikah
digital namun ketetntuannya tetap harus melampirkan buku nikah yang
asli. Memang kartu nikah digital gunanya untuk mengecek status
pernikahan dengan cepat, namun biasanya dalam buku register
pernikahan itu kan ada beberapa catatan terkait status cerai atau rujuk.
Hal itu yang belum ada dalam kartu nikah digital, jadinya ya sementara
belum bisa digunakan kartu nikah digital ini untuk hal tersebut sembari
menunggu pengembangan fungsi dari karkahidigital ini %6

Jadi berdasarkan wawancara tersebut fungsi kartu nikah digital ini
dalam hal pengurusan administrasi di KUA Kecamatan Tumpang belum bisa
diterapkan karena memang belum sempurnanya kartu nikah digital ini. Selain
itu kedudukannya sebagalokumen tambahan pernikahan tidak dapat
menggantikan kedudukan buku nikah sebagai dokumen utama pernikahan. Jadi

dalam urusan administrasi di KUA Kecamatan Tumpang masih mensyaratkan

buku nikah asli.

Terkait implikasi hukum yang ditimbulkan dari kartu afkdigital ini

bapak H. Lasimin, S.H., M.Ag menyatakan

Almplikasi hukum dari kartu nikah digital ini saya rasa masih belum
ada ya, mengingat statusnya masih sebagai dokumen tambahan saja.
Implikasi hukum muncul ketika si pemilik kartu nikah digital inakid

bisa menjaganya atau hilang sehingga data yang ada disalah gunakan
oleh orang orang yang tidak bertanggung jax®&b

Sependapat dengan bapak H. Lasimin, S.H., M.Ag, ibu Ida Zuhriyah

S.E juga menyatakan argumennya sebagai berikut
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filmplikasi hukumnya memgrbelum ada ya mas, mengingat ini juga

kedudukannya masih dokumen tambahan. Implikasi yang dapat

diberikan oleh kartu nikah digital ini hanya kemudahan yang diperoleh
masyarakat untuk mengakses status pernikahannya secara cepat yang
biasanya diminta saat asuk hotel atau penginapan atau pada urusan
lainnya. &

Jadi untuk implikasi hukum dari kartu nikah digital ini belum ada,
karena memang statusnya yang masih menjadi dokumen tambahan, adapun
dokumen utamanya tetap buku nikah. Implikasi yang bisa dirassamang
hanyalah kemudahan untuk mengakses status pernikahan tersebut tanpa harus
membawa buku nikah yang asli ketika masuk hotel atau penginapan yang
mensyaratkan bukti status pernikahan. Hal ini menurut penulis bisa dimaklumi
karena memang fungsinya n@ juga tidak semua masyarakat
membutuhkannya, juga belum semua masyarakat dapat menerima kartu nikah
digital ini baik disebabkan kendala dari dalam Kementrian Agama dan KUA itu

sendiri maupun yang dipicu oleh pengaruh dari luar seperti keadaan dan kondisi

masyarakat.

Di awal kemunculan kartu nikah digital ini sempat beredar luas di sosial
media sosial terkait bentuk kartu nikah digital dengan 4 foto istri yang
meresahkan masyarakat. Kabar ini kemudian diklarifikasi langsung oleh
Kementrian Agama dalam weatenya bahwa kabar tersebut tidak dapat

dipertanggungjawabkan kebenarannya atau sering disebut berita bohong.
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Terkait hal itu bapak H. Lasimin, S.H., M.Ag memberikan pandangannya

sebagai berikut

filtu mungkin orang iseng ya mas. Kartu nikah digital ini kan
merupakan produk layanan yang baru apalagi yang digital jadi tidak
semuamasyarakatmengetahui bagaimana wujud dari kartu nikah
digital ini. Momen itu yang kemudian di manfaatkan oleh orang yang
tidak bertanggung jawab untuk membuat kekacauan di publéhent
tujuannya apéf’

Kemudian Ibu Ida Zuhriyah S.E memperkuat pendapat tersebut

fJadi kartu nikah digital ini diberikan kepada pasangan suami istri
sebanyak satu file saja. Jadi setiap peristiwa nikah itu mendapatkan
satu kartu nikah digital yang dikirimkammelalui email yang
sebelumnya wajib dilampirkan pada saat pendaftaran online. Jika
seseorang menikah dengan lebih dari satu istri maka ia akan mendapat
kartu nikah digital sebanyak jumlah pernikahan tersebut. Tentunya
pernikahan yang dicatatkan di KUA ylau tidak ya pasti tidak akan
dapat kartu nikah digitat®®

Jadi munculnya kabar bohong di sosial media terkait bentuk kartu nikah
digital ini salah satunya disebabkan ketidaktahuan masyarakat terkait kartu
nikah digital ini mengingat kartu ini merupakaalah satu produk layanan bari
untlk pencatatan pernikahan. Sehingga masyarakat mudah termakan kabar
kabar yang tidak diketahui secara jelas sumbernya dari mana yang
menimbulkan stigma yang bermacamacam di kalangan masyarakat. Perlu
diketahui juga bahesetiap pasangan yang melakukan pernikahan yang tercatat

di KUA setempat hanya mendapatkan satu file kartu nikah digital. Jika

seseorang menikah dengan lebih dari satu istri maka ia akan mendapatkan kartu
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digital sejumlah pernikahannya yang telah tercatadli jika ada kartu nikah
digital dengan isi beberapa foto istri bisa dipastikan bahwa itu merupakan berita

bohong yang tidak bisa dipertanggungjawabkan keaslian dan kebenarannya.

Walaupun kartu nikah digital ini diluncurkan dengan tujuan memenuhi
kebutlhan masyarakat, disisi lain kartu nikah digital ini juga menyimpan
beberapa kelemahan. Seperti yang dikemukakan bapak H. Lasimin, S.H., M.Ag

sebagai berikut

fikartu nikah digital ini hanya memuat dadiata pernikahan, tapi kan
dalam perjalanan pernikahan seorangterkadang kan naik turun,
kemungkinan juga nmgalami peristiwa perceraian hingga rujuk.
Data perceraian dan rujuk itu lah yang tidak bisa dicek dengan kartu
nikah digital ini. Kalau manual itu biasanya di buku register ada
catatannya terkait dataetsebut &

Jadi hingga saat ini kartu nikah digital hanya bisa memuatdidta
terkait pernikahan, sementara apakah status pernikahan tersebut sudah
mengalami perubahan akibat perceraian atau rujuk belum terlampir datanya
dalam kartu nikah digital ini. &ena memang yang mengurusi perkara
pernikahan dan perceraian merupakan dua instansi yang berbeda. Untuk
membuat suatu kombinasi data dari kedua hal tersebut diperlukan koordinasi
lebih lanjut. Maka dari itu penulis sepakat dengan penempatan kartu nikah

digital ini sebagai dokumen tambahan dalam pernikahan.

Sementara itu kelemahan kartu nikah digital ini juga disampaikan oleh

bapak Drs. H. Arofi.
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fikalau menurut saya kelemahannya lebih ke fungsi ya dari kartu nikah
baik itu digital atau fisik. Fungsi yang $a digunakan dalam kartu
nikah digital ini terhitung masih minim sehingga hanya sebagian
masyarakat yang menggunakannya. Seandainya fungsi dari kartu nikah
digital ini bisa diperluas maka juga semakin banyak orang yang
menggunakannya dan tentunya makiredid masyarakad?°

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan memang untuk
fungsi kartu nikah ini terbilang masih sedikit. Sejak awal kartu nikah didesain
untuk pasangan yang melakukan perjalanan dan hendak menginap di hotel yang
beberapa diantarga mensyaratkan bukti pernikahan agar pasangan tersebut
dapat menginap dalam satu ruangan atau kamar. Dengan adanya kartu nikah ini
pasangan tersebut tidak Sementara itu tidak semua masyarakat Indonesia pada
umumnya dan masyarakat kecamatan Tumpang khysusanginap di hotel.

Jika ada pun intensitas mereka menginap di hotel atau tempat penginapan juga

rata rata rendah.

Kemudian dalam hal pengurusan administrasi baik di KUA atau
instansi lainnya masih mensyaratkan buku nikah atau legalisir buku nikah.
Dengan hal ini apabila fungsi dari kartu digital yang telah mengalamii
perubahan ke digital ini memperbanyak fungsinya yang lebih dapat
dimanfaatkan oleh masyarakat secara umum maka akan menguatkan urgensi
dalam penerbitannya. Disisi lain semakin dengan semla&nyaknya orang
yang menggunakan kartu nikah digital ini maka juga semakin banyak pula

masyarakat yang mengetahui keberadaan kartu nikah digital ini.
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Jadi untuk kartu nikah baik fisik maupun fungsi hingga saat ini masih
memiliki fungsi yang sama. Jika &kektifan penerbitan kartu nikah fisik dan
kartu nikah digital dikomparasikan maka menurut bapak H. Lasimin, S.H.,

M.Ag sebagai berikut

fikalau bolehmemilih yalebih ke kartu nikah digital. Karena memang
untuk kartu nikah fisik disini belum terfasilitagiartu nikah digital ini
menurut saya penerepanannya juga lebih efektif jika dibandingkan
dengan kartu nikah periode sebelumnya. Dengan kartu nikah digital
KUA yang seperti KUA Tumpang bisa menerbitkan kartu nikah digital
ini walaupun tidak punya alat pertei&nya °
Jika dipandang dari sisi efektifitas penerbitannya memang kartu nikah
digital lebih unggul dari kartu fisik. Pengadaannya tidak lagi tergantung pada
ketersediaan alat pencetak dan bahan di masaging KUA. Mengingat pada
kartu nikah fisik tegdi banyak kendala dalam penerbitannya mulai dari alat
pencetakan yang belum ada hingga bahan yang belum tersedia. Sehingga hal
tersebut menghambat dari proses penerbitan kartu nikah. Dengan kartu nikah
digital ini semua KUA selama mengoperasikan Simkatfw \d&dam pencatatan
pernikahan bisa melakukan penerbitan kartu nikah digital. Dampaknya yang

paling jelas adalah penyebaran kartu nikah digital ini lebih merata jika

dibandingkan kartu nikah yang fisik.

Kemudian dalam hal ini bapak Drs. H. Arofi juga meng&akan

pendapatnya.

fiyang pasti menurut saya lebih efektif kartu nikah digital ya.
Selain penyebarannya lebih luas dan lebih merata, bentuk kartu nikah
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digital ini kan soft file jadi masyarakat itu bebas mau mencetak sendiri
kartu tersebut atau tidak. Kanasnya juga tau sendiri di Indonesia ini
banyak sekali kartunya, kalau bentuknya digital seperti ini kan lebih
ringkas bisa disimpan dalam hp. Menurut saya itu efektif selagi
pemiliknya bisa menjaga kartu tersebut dengan b&ik.

Dengan kartu nikah digitéhi memang masyarakat hanya mendapatkan
soft file dari kartu nikah digital. Sehingga yang menjadi salah satu urgensi
penerbitan kartu nikah digital adalah masyarakat memperoleh kebebasan untuk
mencetak atau tidak kartunya tersebut. Tidak dicetak pun texgebut bisa
disimpan dalam hp sehingga ketika sewakfktu membutuhkan bisa

menunjukkannya lewat hp tersebut.

Dari wawancara yang penulis lakukan dengan bapak H. Lasimin, S.Ag.,
M.Ag terkait respon masyarakat terhadap penantdtartu nikah digital, biau
mengungkapkan sebagai berikut
fimasyarakat sejauh ini menyambut dengan baik adanya kartu
nikah digital ini. Di sosial media juga bisa dibilang kartu nikah digital
ini ramai dibicarakan, khusunya bagi pasangan milenial. Lagi pula kan
ini sifatnya dokume tambahan dan belum banyak difungsikan jadi

masyarakat lebih fokus ke buku nikah sagbagai dokumen resmi
pernikaharm’®

Dalam penelitian ini penulis juga mewawancara beberapa masyarakat
kecamatan Tumpang terkait respon mereka terhadap penerbitan ikatiu n
digital. Beberapa diantaranya adalah saudari Reni Agustin yang menikah pada

tanggal 13 Januari 2022 yang memberikan pendapatnya sebagai berikut
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fikartu nikah digital ini awal aku taunya ya daemen yang
udah nikah duluTapi ya sekedar tau aja, endgtak kepoin lagi giman
gimananya. Menurutku cukup membantu kartu nikah digital ini,
apalagi pas berpergian bareng suami jadi gak perlu bawa buku nikah.
Seandainya buku nikah itu hilang dan mau mengurus lagi mungkin
akan lebih mudah karena data datanyaaudda disana. Tapi kemarin
pas aku nikah gak ada pemberitahuan dari KUA tentang kartu nikah
digital ini seingetku. Soalnya yang ngurus pendaftaran nikah online itu
aku pasrah ke modin, tapi pas jomblokan gak dikasihtau entah
kelupaan atau gimana gak taa.yAku mau tanya juga gimana, yang
penting udah dapet buku nikah ya udfh

Selain itu penulis juga mewawancarai saudari Alfi yang menikah pada
tanggal 12 Maret 2022 juga memberikan tanggapannya sebagai berikut
fidulu sempet tau di instagram, di beriarita juga adakan
pemberitaannyaCuma buat apanya yang aku kurang paham sebener
e. Tapi cukup bermanfaat juga kartu bentuknya digital kayak gini,
jaman sekarang kebanyakan kartu jadi bingung juga mau ditaruh

dimana. Kalau bentuknya file kayak gini kan ei@a dibuka di hp,
jadi enak kalo butuh sewaktaktu %

Berdasarkan wawancara dengan beberapa narasumbeatadi
khususnya dari golongan milenial merasa senang dan terbantu dengan adanya
kartu nikah digital ini baik itu disebabkan oleh fungsinya maupkarenakan
bentuknya yang praktis memudahkan dibawa kermasaa. Walaupun disisi
lain mereka masih kebingungan terkait cara mendapatkan kartu nikah digital ini
dan beberapa fungsinya. Beberapa diantaranya tidak mendapatkan

pemberitahuan dari KUA saat memgs pernikahannya di KUA.

Berdasarkan paparan data hasil wawancara baik terhadap pegawai

KUA Kecamatan Tumpang maupun kepada beberapa sampel masyarakat dapat
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diambil kesimpulan bahwa penerbitan kartu nikah ini menjadi sebuah urgensi
atau sesuatu hal yangming dan mendesak. Mengingat banyaknya kendala

pada penerapan penerbitan kartu nikah fisik sebelumnya. Bentuknya yang
berupa soft file juga memberikan banyak manfaat lain. Walaupun disisi lain

kondisi masyarakat kecamatan Tumpang yang kurang membegkbatign

pada dunia digital sehingga membutuhkan edukasi yang lebih lagi.
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B. Analisis Penerbitan Kartu Nikah Digital Perspektif Teori Utilitarianisme

Hukum

Aliran Utilitarianisme digagas oleh Jeremy Bentham yang kemudian
dikembangkan lagi oleh JohStuart Mill dan Rudolf Von Jherirfy.Jeremy
Bentham menggagas konsep utilitarianisme individu yang bertolak ukur pada
kuantitas, John Stuart Mill menggagas konsep utilitarianisme individu yang
bertolak ukur pada kualitas, sementara Rudolf Von Jheringgagjas konsep
utilitarianisme sosial. Rudolf von Jhering menggabungkan antara teori
Utilitarianisme Jeremy Bentham, John Stuart Mill dan aliran Positivisme John
Austin. 7

Walaupun teori Utilitarianisme Jhering ini merupakan teori gabungan
dari teori Utilitarianisme dari tokoh sebelumnya, namun Jhering tetap
memberikan unsur pembeda dalam teorinya ini. Jhering menggambarkan dalam
pengejaran kesenangan atau kemanfaatan dan menghindari penderitaan harus
tetap berpedoman pada aturan hukum yang berlaku. Oleh&éu ia juga
menggabungkan teori utilitarianisme dengan aliran positivisme dari John
Austin. Jhering mendeskripsikan hukum sebagai seperangkat kondisi
kehidupan sosial yang luas yadgalankanoleh kekuasaan gara melalui

paksaan dari luafiCaw is the sum of the conditions of social life in the widnest

% Otje Salman Soemadiingrdilsafat Hukuni Perkembangan dan Dinamika Masal@andung:
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sense of the term , as secured by the power of the state throught the sense of
external compulsiad).

Dari keterangan tersebut bisa diambil sebuah kesimpulan bahwa
menurut Jhering bahwa paksaan darkuksaan merupakan unsur yang
mendasar dalam hukum. Oleh karenanya ia juga menyatakan jika sebuah aturan
hukum itu memerlukan kekuasaan, tanpanya aturaehtgrdagai api yang
tidak panaslégal rules necessitate compulsion and force, without them the
rules were like a fire which does not buff

Inti dari aliran Utilitarianisme Jhering adalah pengakuan terhadap
tujuan sebagai prinsip umum didunia. Dalam artian hukum harus mengabdi
pada tujuan sosial, kepenting@pentingan individu menjadi bagian dari
tuy uan sosi al . Theafunciom ofytleetlaavkia securédd and to
maintain the fondations of social Ide d dhe laW aims at the good of
society % Jhering meletakkan Utilitarianisme sebagai tujuan dari penciptaan
suartu hukum. Menurut Jhering hukurbertujuan untuk melindungi
kepentingan, ia mengartikan kepentingan sebagai pengejaran kesenangan dan
menghindari penderitaan. Namun dalam hal ini kepentingan individu dijadikan
sebagai tujuan sosial dengan menjembatani kepentingan individu seseorang
denga kepentingan orang lain.

Adapun beberapa pokok pikiran dari teori Utilitarianisme Jhering dapat

dijabarkan sebagai berikut.
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Pertama dalam konsep Utilitarianisme Jhering menghendaki
pengejaran kebahagiaan sebdssarnya pada tiap tindakan yang dilakuka
Dari keterangan yang penulis peroleh dari hasil wawancara terkait kartu nikah
digital sebagaimana penulis paparkan sebelumnya, pada dasarnya penerbitan
kartu nikah digital ini mengandung beberapa urgensi yang memberikan manfaat
lebih banyak kepada masghat. Kartu nikah digital yang diluncurkan ini
bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses status
pernikahannya. Apalagi saat ini beberapa hotel atau penginapan mensyaratkan
bukti pernikahan untuk menginap di tempat tersebut. Akan sangat riemepo
ketika berpergian masyarakat juga harus membawa buku nikah yang asli
dengan dimensi yang cukup besar sebagai tanda bukti pernikahannya.

Memang kartu nikah ini sudah ada sejak akhir tahun 2018 dengan
bentuk fisik seperti bentuk -KTP. Hingga pada pemgahan tahun 2021
Kementrian Agama merubah bentuk kartu nikah ini dari bentuk fisik menjadi
bentuk digitalt®® Dengan digantinya bentuk dari kartu nikah menjadi digital
bisa menekan nominal pengeluaran Kementerian Agama. Karena masyarakat
menerima kartu nika digital ini dalam bentuk soft file bukan cetak seperti
periode kartu nikah sebelumnya. Jadi kementerian Agama melalui Kantor
Urusan Agama yang tersebar pada tiap kecamatan diseluruh Indonesia tidak
perlu mencetak kartu nikah tersebut. Hal demikian bisajadi salah satu cara
menekan angka pengeluaran dalam kemeterian Agama. Sehingga dana yang

dianggarkan untuk pencetakan kartu nikah ini bisa diperuntukkan kepada
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urusan lain yang lebih penting dan mendesak guna mengoptimalkan pelayanan
kepada masyarakat.

Dengan kemasan kartu nikah yang digital ini lebih mempermudah
masyarakat ketika membawanya kemarana. Kartu nikah digital tersebut
dapat disimpan di dalaandphonedan ketika sewaktwaktu membutuhkan
kartu nikah digital tinggal menunjukkan file tersébBentuk yang demikian
juga bisa menghemat tempat penyimpanan kartu. Jika biasanya kartu disimpan
pada dompet maka kartu nikah ini bisa disimpan dalam bentuk digital saja.
Ketika dompet itu terjatuh atau bahkan hilang kartu nikah digital tersebut tidak
sata merta hilang juga. Hal ini menimbulkan efisiensi dalam penggunaan kartu
nikah digital ini.

Walaupun yang diterima masyarakat merupakan bentuk digital dari
kartu nikah, masyarakat pun mempunyai keleluasaan untuk mencetak atau
tidaknya kartu tersebut. kli dirasa bentuk digital cenderung menyusahkan
dirinya, maka ia bisa mencetak kartu tersebut agar lebih mudah dalam
penggunaan serta penyimpanannya. Selain itu masyarakat juga dibebaskan
untuk mencetak kartu nikah digitalnya dalam ukuran berapapun sesuai
keinginannya. Karena memang belum ada ketentuan dari pihak terkait
mengenai aturan pencetakannya baik dari ukuran atau yang lainnya. Dalam hal
ini masyarakat diberi kebebasan dalam cara menyimpan kartu nikah digital
tersebut baik digital maupun cetak/fisik.

Selain itu kartu nikah digital ini bisa menjangkau masyarakat lebih luas

dibanding kartu nikah dalam bentuk fisik sebelumnya. Mengingat
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pengadaannya yang tidak lagi bergantung pada ketersediaan bahan dan alat
pencetakan di setiap KUA. Sebagai contoh diAKHWecamatan Tumpang
merupakan KUA yang belum terfasilitasi alat pencetak kartu nikah. Hal itu
menyebabkan masyarakat yang menikah diwilayah kecamatan Tumpang tidak
bisa memiliki serta mengakses kartu nikah. Dengan kartu nikah digital ini KUA
Kecamatan Tumgng bisa melayani penerbitan kartu nikah digital yang
dampaknya masyarakat menikah di wilayah kecamatan Tumpang dapat
memiliki kartu nikah digital.

Ha l i ni juga sejalan dengathe yang d
greatest happiness of the greatest nurdb®r Bentham memberi makna
kebahagiaan atau kemanfaatan dengan sesuatu yang dapat dipunyai dan dapat
menimbulkan kebahagiaan ,kesenangan, keuntungan atau sesuatu yang bisa
menghindarkan dari penderitaan, ketidaksenangan, dan kerusakan. Menurut
bentham nilai kem#faatan ada pada individndividu sehingga menimbulkan
kebahagiaan individu yang berdampak pada kebahagiaan masyarakat luas.
Menurutnya kualitas kesenangan yang dirasakan tiap individu akan selalu sama,
yang berbeda dan bisa diukur adalah jumlah yang sakam kebahagiaan
tersebut (kuantitas)?

Berdasarkan penuturan bapak H. Lasimin S.H., M.Ag. di Kabupaten
Malang hanya ada 1 kecamatan yang bisa menjalankan penerbitan dan

pencetakan kartu fisik yaitu kecamatan Singosari dari 33 kecamatan yang ada.

0l Mahrus Al i, iPemet aan  Fisatat slukuch adhna iKonsekdenst an Al i
Met o do | oJgrmakHukura kus Quia lustum Faculty of Lavgl.24, 2 (April, 2017), 15.

2Atip Latipulhayat, i KFadjagaem duimal ner HekompVolB € nt h a mo ,
(2015), 417
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Sementea kecamatan yang lain belum bisa menjalankannya karena kendala
sarana dan prasarana pencetakan. Dengan kartu nikah digital ini seluruh KUA
bisa melakukan penerbitan Kartu Nikah Digital dengan syarat KUA tersebut
menggunakan Simkah web.

Berkaitan dengan kenangan individu, dalam penelitian ini penulis
juga mewawancardieberapa masyarakat kecamatampang yang menikah
di tahun 2022. Beberapa diantaranya yang penulis ambil sebagai narasumber
adalah saudari Reni Agustin yang menikah pada 13 Januari 20Zaddari
Al fi Natus Sadébdiyah yang meni kah pada 1
dan Saudari Al fi Natus Sabébdiyah member.i
penerbitan kartu nikah digital ini. Dimana menurut mereka kehadiran kartu
nikah digital sangat nmebantu ketika mereka berpergian keluar kota. Mereka
tidak perlu lagi membawa buku nikah yang ukurannya cukup besar kemana
mana. Bentuknya yang digital dinilai lebih ringkas untuk dibawa berpergian.
Sementara buku nikah asli disimpan dirumah agar tidakdiktau rusak
mengingat buku nikah masih menjadi dokumen utama dalam pernikahan.

Hal demikian sesuai juga dengan pendapat John Stuart Mill yang
menghubungkan antara kegunaan dan keadilan.

fiKeadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan

membalas &rusakan atau penderitaan yang diderita, baik dari diri

sendiri atau oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita. Rasa

keadilan dalam diri seseorang akan memberontak terhadap kerusakan

atau penderitaan, tidak hanya atas dasar individualitas namngda

kepada orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri. Hakikat

keadilan dengan demikian mencakup semua persyaratan moral yang
hakiki bagi kesejahteraan umat manusia. Jadi sumber dari kesadaran
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keadilan terdapat pada rangsangan untuk mempertkdwardiri dan
perasaan simpadi®®

Pada dasarnya manusia akan mengejar kebahagiaan dengan sesuatu
yang dapat membangkitkan nafsunya. Sehingga asal kebahagiaan tersebut
bukan dari benda atau hal lain, tetapi rasa bahagia yang ditimbulkan ol&hnya.
Dalam konsp utilitarianisme dari John Stuart Mill, pemikirannya banyak
dipengaruhi oleh aspek psikologi. Baginya psikologi merupakan dasar bagi
segala keilmuan. Psikologi mempelajari pengindeigeemginderaan dan cara
susunannya yang terjadi karena asosiasi. Rglkahenjabarkan bagaimana
asosiasi penginderaan satu dengan yang lainnya diadakan menurut- hukum
hukum tetapJika dilihat dari keterangan beberapa masyarakat yang menjadi
narasumber dari penelitian ini, kehadiran kartu nikah digital ini memberikan
rasa kesnangan bagi masyarakat karena fungsinya yang mempermudah mereka
menjalani aktifitas

Kedua Pokok pikiran dari Utilitarianisme Jhering selanjutnya adalah
penghindaran terhadap penderitaan. Seperti yang diketahui dari pemaparan
hasil wawancara ditas bahwa pada dasarnya penerbitan kartu nikah digital ini
merupakan respon Kementerian agama terkait tidak berjalannya layanan kartu
nikah dalam bentuk fisiketak Ketersediaan alat pencetak di setiap KUA
menjadi kendala dari penerbitan kartu nikah fisik ini.tid@kmerataan

pelayanan kartu nikah ini pun menimbulkan ketidakadilan di dalam masyarakat.

103 Otje  Salman Soemadiningrailsafat Hukuni Perkembangan dan Dinamik8andung: PT
Refika Aditama, 2009), 44.

104 sykarno Aburaera; Muhadar; dan Maskiitsafat Hukum: Teori dan Praktélakarta: Kencana,
2017), 114
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Pasalnya hanya masyarakat pada wilayah tertentu saja yang mendapatkan kartu
nikah. Sementara masyarakat di wilayah lain tidak mendapatkan kartu nikah
digital.

Berdasr pada hasil penelitian sebelumnya yang telah penulis
lampirkan terkait kartu nikah di beberapa daerah, adanya alat pencetak pun
belum menjamin bahwa penerbitan kartu nikah bisa dilaksanakan dengan baik.
Sering kali server tidak dapat terhubung dan beataas mengingat server ini
menampung data pernikahan masyarakat seluruh Indonesia khususnya yang
menikah secara Islam dan dicatatkan. Hal tersebut yang menghambat
penerbitan kartu nikah digital, sementara disisi lain pelayanan KUA yang lain
harus tetap bglan.

Dengan adanya kartu nikah digital ini membuat kinerja pegawai KUA
menjadi lebih efisien karena prosesnya yang sejalan dengan pendaftaran dan
validasi data pernikahan di dalam Simkah Web. Penumpukan pekerjaan
pegawai KUA akibat satu layanan yang basalah pun dapat dihindarkan
sehingga pelayanan dibidang lain dapat berjalan dengan optimal. Ketidakadilan
yang disebabkan ketidakmerataan penyebaran kartu nikah bentuk fisik pun
dapat dihindari dan dapat diatasi dengan adanya kartu nikah digital inneKare
bentuknya berupa soft file maka pengadaannya di tiap KUA tidak bergantung
pada ketersediaan alat pencetak sehingga semakin banyak KUA yang dapat
melayani penerbitan kartu nikah digital dan semakin banyak pula masyarakat

yang dapat memiliki kartu nikahgital ini.
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Hal demikian juga sesuai dengan pendapat John Stuart Mill yang
menyatAadktainoni are right i n proportion a:
happiness, and wrong as they tend to promote the reverse of hapfihess
Penerbitan kartu nikah fisiéetaklebih banyak menimbulkan kesusahan baik
itu untuk pegawai KUA sebagai yang melayani maupun masyarakat yang
dilayani. Dengan adanya kartu nikah digital menjadi solusi atas segala
permasalahan yang terjadi terkait kartu nikah ini sehingga menghindarkan
masyaakat maupun pihak terkait dari kesusahan.

Hanya saja beberapanforman masyarakat menyatakan bahwa
kurangnya sosialisasi terkait kartu nikah digital ini menjadi salah satu sebab
ketidaktahuan mereka. Sehingga mereka masih kebingungan terkait cara
memperol@, hingga beberapa fungsi dari kartu nikah digital ini. Mereka
mengetahui adanya kartu nikah digital ini dari belogaita, dari teman yang
telah menikah terlebih dahulu dan juga dari sosial media. Sementara edukasi
dari pihak terkait berdasarkan pengakuaereka belum ada.

Apalagi budaya di wilayah kecamatan Tumpang ketika mendaftarkan
nikah itu pasrah kepada modin untuk mengurus segala halnya. Calon pengantin
hanya perlu menyiapkan dokumen dokumen yang diperlukan, sementara yang
mengurus pendaftaran @ik online dan pengurusan pendaftaran di KUA
biasanya diserahkan sepenuhnya kepada modin desa setempat. Mereka tidak

tahu bahwa dalam pendaftaran online itu salah satunya wajib untuk

5Zainal B Septiansyah dan Muha maandFis&d bBukimb, A Kons
dan | mpl ement a s ljtihag:alurmdli Hukunm Idlanmdars Rramdia, Sosidlol.34, 1
(Juni, 2018), 31.
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mencantumkan email aktif yang salah satu fungsinya adalah untuk
mengirimkan file kartu nikah digital. Jadi mereka cukup kebingungan
bagaimana cara memperoleh kartu nikah digital. Seperti halnya yang disebutkan
ol eh saudara Al fi Natus Saddiyah sebaga
fipas pendaftaran online atau yang ngurus ke KUA kemarin
aku pasrah mad, soalnya lagi repot juga di rumah. Jadi dokumen
yang dipersyaratkan untuk nikah itu dikumpulin ke modin saja setelah

itu diurus modin. Setelah itu modin memberikan jadwal jomblokan
atau pemeriksaan pernikahat®®

Ketiga Poin pembahasan dari teori déitianisme Rudolf Von Jhering
selanjutnya adalah dalam pengejaran kebahagiaan dan menghindari kesusahan
atau penderitaan dilakukan dengan berdasar pada peraturan yang berlaku. Hal
tersebut bisa dilihat dalam beberapa literatur disebutkan bahwa Utilsanzn
Jhering ini terdapat pengaruh aliran Positivisme dari john Alsilam aliran
Positivisme John Austin disebutkan bahwa pada dasarnya hukum itu merupakan
perintah dari penguaséay as a command of the soverdi§ti Menurutnya
sebuah perintah dapat n@ti hukum jika perintah tersebut dikeluarkan oleh
pihak atau lembaga yang memiliki otoritas berkenaan dengan hal perintah
tersebut. Pihak atau lembaga yang memiliki otoritas tersebut oleh John Austin
diistilahkan sebagaiovereign

Hal senada juga dikerkua k a n o | elaw isltheesum of ghe A

conditions of social life in the widest sense of the term, as secured by the power

06A1 fi Natus Saddiyah, Wawancara (Tumpang, 9 Mare
YAt ip Latipul hayat , PadijaranzJarmalalimuHdkonh \ol.3A2u(2016), n 0 ,
440.

79



of the state through the sense of external compuistnJhering
mendefinisikan hukum sebagai seperangkat kondisi masyarakat dogs y
ditegakkan melalui usaha dan paksaan dari luar oleh kekuasaan negara. Dalam
konteks ini kekuasaan dan paksaan menjadi unsur yang penting dalam hukum.
Hubungan antara kekuasaan dan paksaan juga dikemukakan oleh Jhering
d e n glagal rules necessutateropullsion and force, without them the rules
were like a fire which does not burf® Bahwa setiap aturan itu pasti
memerlukan kekuasaan, tanpa adanya kekuasaan aturan tersebut diibaratkan
seperti api yang tidak panas, ada wujudnya namun tidak ada esensinya.

Pada dasarnya kartu nikah sudah ada sejak akhir tahun 2018 yang
diamanatkan oleh ketentuan pasal 18 Peraturan Menteri Agama Nomor 19
tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan yang menyatakan bahwa setiap
pengantin mendapatkan dokumen pernikahan berupa pakkawinan dan
kartu perkawinan. Terkait mekanisme pemberian kartu perkawinan ini telah
termuat dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 693 Tahun 2018 tentang
Pemberian Kartu Perkawinan yang menyatakan kartu perkawinan ini
merupakan dokumen tambahan dalp@kawinan Dalam perkembangannya
PMA Nomor 19 tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan ini dicabut dan
digantikan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang
pencatatan pernikahan. Pembahasan mengenai kartu perkawinan dalam

peraturan yang barini secara isi tidak mengalami perubahan, hanya saja

108 Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatulldimu Hukum dan Filsafat HukuifY ogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2007), 104.

109 Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatulldimu Hukum dan Filsafat HukuifY ogyakarta:
Pustaka Pelajar, 20), 105.
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istilahnya yang diganti dari kartu perkawinan menjadi kartu pernikahan
sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan pasal 21. Terkait bentuk dan
spesifikasi kartu nikah ini diatur dalam Keputusan Direké&unddal Bimbingan
Masyarakat Islam Nomor 473 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Pencatatan Pernikahan.

Kartu nikah digital ini merupakan sebuah produk layanan terbaru dari
Kementrian Agama yang diluncurkan pertengahan tahun 2021. Penerbitan kart
nikah digital ini diterapkan berdasarkan surat edaran Ditjen Bimas Islam Nomor
B-2361/Dt.II1L1I/PW.01/07/2021. Kementerian Agama ingin mengganti kartu
nikah fisik yang telah beredar sebelumnya dengan kartu nikah digital. Dalam
hal ini memang KementeriaAgama merupakan salah satu lembaga yang
berwenang untuk melaksanakan pencatatan pernikahan yang dalam praktiknya
dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama sebagai salah satu unit yang
menjalankan beberapa tugas Kementerian Agama Kota/Kabupaten.

Sistem perundayrundangan Indonesia mengenal istilah hierarki
peraturan. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang Undang
Nomor 12 Tahun 2011 bahwa peraturan perundert@angan yang diakui
keberedaannya di Indonesia secara berurutan yaitu UUD 1945MP&)
UU/Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Perda Provinsi, Perda
Kabupaten/Kota. Dalam hierarki peraturan perundamgangan dikenal pula

asas lex superior derogdegi inferior yang berarti hukum yang tinggi
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mengesampingan hukum bawahnya Jadi hukum yang hierarkinya rendah
tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih fitfggi.

Kartu nikah digital dalam penerbitannya diamanatkan oleh Surat
Edaran Ditjen Bimas Islam-B361/Dt.III.1II/PW.01/07/2021. Walaupun surat
edaran tidak termasudalam ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang Undang Nomor
12 tahun 2011 sebagai bentuk peraturan peruRdadgngan, namun
keberadaannya tetap diakui karena Surat Edaran tentang kartu nikah digital
merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga kementrialansej
dengan ketentuan pasal 8 Unddshgdang Nomor 12 tahun 2011. Peraturan
semacam itu dikenal dengan istilah peraturan kebijdi@rifirege). Jadi surat
edaran merupakan sebuah produk hukum yang secara materiil isinya mengikat
umum tapi bukan peraturgerundanguindangan. Oleh karena itu surat edaran
merupakan instrumen administratif yang bersifat intefHfaBurat edaran
tentang kartu nikah ini hanya berlaku internal di lingkungan Ditjen Bimas Islam
yang berada dalam naungan Kementerian Agama. Olehakgi@ikartu nikah
digital ini hanya akan diperoleh pasangan yang menikah secara islam dan
tercatat berdasarkan peraturan yang berlaku.

Berkaitan dengan fungsi kartu nikah digitaiata pernikahan juga
tersimpan dalam chip padakd P bersamaan dengan databpdi lainnya.

Namun chip tersebut hanya bisa diakses oleh perangkat tertentu, sementara itu

10 Nur faqih Il rfani, AfAsas Lex Superior, L ex Spe
Probl emati k a, dan Penggunaannya dhralegisRenal ar an

Indonesia Vol.16, 3 (September, 2020), 311.

11Cholida HanumjdiAn&Xleidsidss k¥m Surat Edaran dal am
Jurnal Humani Hukum dan Masyarakat Madaviol.10, 2 (November, 2020), 138.
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yang sering mensyaratkan bukti kartu nikah digital adalah pengelola
penginapan yang sebagian besar tidak memiliki peralatan tersebut sehingga
mereka tetap mensydkan buku nikah sebagai bukti status pernikahan. oleh
karenanya kemudahan akses status pernikahan denidf® eni belum
tercapai.

Selain itustatus pernikahan juga bisa diakses melakipaligital yaitu
ktp dalam bentuk digital yang terdapat barcodgajyang jika di scan akan
muncul datedata terkait identitas pemiliknya salah satu diantaranya adalah
status pernikahan. Namun layanan ini baru memasuki tahap uji coba mulai awal
tahun 2022 di beberapa kota di étmetsia sehingga belum bisa digunakan secara
efektif oleh seluruh masyarakat Indonestal ini menciptakan layanan ganda
terhadap pelayanan pengecekkan status pernikahan vyaitu dari pihak
Kementerian Agama melalui kartu nikah digital dan dari pihak Kementerian
Dalam Negeri melalui -&tp digital. Tujuannya sama yaitu mempermudah
masyarakat mengakses data pribadinya khususnya status pernikahan yang kerap
kali dipersyaratkan tempat penginapan dan lain sebagainya. Komunikasi antara
kedua instansi diperlukan guna menciptakan kesatuan pelayanan yang dapat
berjalan lebih optimal.

Untuk kesatuan data memangte digital lebih diunggulkan karena
datadata pribadi bisa termuat dalam satu kaaiupa adanya kartu lain guna
fungsi tertentu. Namun dalam kartu nikah digital data yang disajikan lebih

akurat baik dri sisi waktu maupun kerincian data karena terhubung langsung
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pada SIMKAH yang mana SIMKAH merupakan media utama dalam
pencatatan pernikahgang dikelola Kementerian Agama

Dengan beberapa keterangan beserta analisisnyatadi dapat
disimpulkan bahwa peerbitan kartu nikah digital sesuai dengan konsep
Utilitarianisme Rudolf Von Jhering. Karena pada dasarnya penerbitan kartu
nikah digital telah memenuhi unsur pengejaran kesenangan atau kemanfaatan
yang sebesar besarnya dan penghindaran terhadap kessesdhdral tersebut
dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Walaupun dari sudut
pandang beberapa masyarakat penerapan kartu nikah digital ini kurang adanya
sosialisasi dan edukasi yang membuat mereka cukup kebingungan terkait kartu
nikah digital in. Ditambah kedudukan kartu nikah digital ini sebagai dokumen
tambahan yang terbatas fungsinya membuat beberapa masyarakat kurang
memberikan perhatiannya terhadap keberadaan kartu nikah digital ini. Sehingga
dalam pencapaian kebahagiaan atau kemanfaatbasabesarnya dan

penghindaran terhadap kesusahan belum terlaksana dengan maksimal.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan terkait Urgensi Penerbitan

Kartu Nikah Digital perspekti Teori Utilitarianisme Hukum di Kk&camatan

Tumpang, maka dapat disimpulkan bahwa

1. Pegawai KUA Kecamatan Tumpang berpendapat bahwa hadirnya kartu
nikah digital menjadi suatu hal yang penting dan mendesak. Karena dalam
penerapan penerbitan kartu nikah fisik pada periode sebelumnya banyak
mengalami kendala sehingga program tersebut hanya bisa dijalankan pada
wilayah tertentu saja. Hal tersebut menimbulkan ketidakadilan dalam
pelayanan masyarakat karena KUA yang belum terfasilitasi alat pencetak
kartu tidak bisa melakukan penerbitan kartu hikiggital. Dengan adanya
kartu nikah digital ini KUA yang belum terfasilitasi alat pencetak kartu
nikah bisa melakukan penerbitan kartu nikah digital karena bentuknya
berupa digital. Sehingga dampaknya semakin luas pula masyarakat yang
akan mendapat KartiNikah Digital. Dari sudut pandang masyarakat
kehadiran kartu nikah dalam bentuk demikian memberikan efisiensi dalam
penggunaan serta penyimpanannya. Masyarakat mempunyai kebebasan
untuk mencetak atau tidak kartu nikah nya tersebut.

2. Penerbitan kartu nikahigital pada dasarnya telah sesuai dengan Teori

Utilitarianisme Hukum dari Rudolf Von Jhering. Dimana dalam teorinya
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dikatakan bahwa tujuan hukum adalah melindungi kepentingan
kepentingan. Kepentingan dalam konteks ini diartikan sebagai pengejaran
terhadagkebahagiaan/kemanfaatan dan penghindaran terhadap kesusahan.
Dalam setiap upaya pengejaran tersebut harus dilakukan berdasarkan
hukum yang berlaku. Adanya Kartu nikah digital memberikan kemanfaatan
bagi lebih banyak orang secara luas karena pengadaanngatigak
bergantung pada ketersediaan alat pencetak kartu. Dari sudut pandang
masyarakat bentuknya yang digital menjadikan penggunaannya lebih
efisien. Kartu nikah ini merupakan solusi dari masalah ketidakberjalannya
penerbitan kartu fisik sehingga dengatanya kartu nikah digital ini dapat
menghindarkan dari kesusahan. Penerbitan kartu nikah digital ini
dilandaskan pada surat edaran Ditien Bimas Islam Nomer B
2361/Dt.111L1I/PW.01/07/2021 dimana keberadaannya diakui oleh undang
undang dan diterbitkan oleditoritas yang berwenang terkait pernikahan.
Walaupun demikian dari sudut pandang beberapa masyarakat, mereka
masih kebingungan terhadap penerbitan kartu nikah digital ini baik karena
keterbatasan pengetahuan teknologi maupun kurangnya sosialisasi dari
pihak terkait Sehingga unsur pengejaran kebahagiaan dan penghindaran

kesusahan dalam konteks kartu nikah digital ini belum maksimal.

B. Saran

1. Dengan munculnya produk layanan baru hendaknya Kementerian Agama
melalui KUA yang ada pada tiap kecamatan melakukaralgsessi dan

edukasi lebih mendalam terkait keberadaan dan fungsi dari Kartu Nikah
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Digital ini agar masyarakat mendapat kepastian informasi dari sumber yang
terpercaya. Dimana hal tersebut juga bisa ditunjang dengan penambahan
dan/atau peningkatan perangkang mendukung penerbitan kartu nikah
digital ini semakin optimal.

. Peningkatan fungsi dari kartu nikah digital menurut penulis perlu dilakukan
dengan tujuan agar masyarakat lebih memiliki perhatian lebih terhadap

Produk Kartu Nikah Digital ini
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LAMPIRAN -LAMPIRAN

1. Surat Edaan Ditjen Bimas Islam Nomor-8361/Dt.111.11/Pw.01/07/2021

KEMENTERIAN AGAMA R.I
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM

Jalan M. H. Thamrin No. 6, Jakarta 10340 Huting : (+6221) 3812871
Telepon : (+6221) 31924509 - 3193056 - 3920774 Ext. : 376 Fax : 3800175
Website : wwav.bimasislam k g-go.id e-mail : bimasislam@kemenag.go.id

PO.BOX. 3733 JKP 10037

Nomor  : B-2361/DtIILI/PW.01/07/2021 28 Juli 2021
Sifat : Penting

Lamp. :-

Prihal  : Penggunaan Kartu Nikah Digital

Kepada Yth.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Up. Kabid Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah/

Bimbingan Masyarakat Islam/Haji dan Bimbingan Masyarakat Islam
Se-Indonesia

Assalamualaikumwr.wb.

Melaksanakan Amanat Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019
tentang Pencatatan Pernikahan, serta tindaklanjut soft launching Kartu Nikah Digital oleh Bapak
Menteri Agama pada acara Pencanangan Revitalisasi KUA tanggal 29 Mei 2021 di KUA Kecamatan
Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah,kami mohon perhatian Saudara hal-hal
berikut:

1. Kartunikah dalam bentuk cetak dihentikan, danselanjutnya kartu nikah hanya diberikan dalam
bentuk digital kepada pasangan pengantin baru,

2. Stok kartu nikah yang masih tersisa digunakan sampai habis bagi masyarakat yang menghendaki,
baik pasangan baru maupun yang telah menikah, melalui permohonan tertulis kepada Kepala KUA.

3. Kebutuhan pembelian tintauntuk mencetak kartu nikah sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas
dapat dianggarkan melalui Biaya Oprasional KUA.

4. Dalam hal ketersediaan printer kartu terbatas dan hanya tersedia di beberapa KUA Kecamatan,
Kepala Seksi Bimas Islam Kabupaten/Kota 2 pendistribusi kartu nikah untuk

mengoptimalkan pemanfaatannya bagi masyarakat.

5. Bilamana stok kartu nikah sudah habis, printer kartu yang ada dapat digunakan untuk layanan
lainnya (pencetakan kartu Masjid dan lain-lain).

6. Jika terdapat alokasianggaran pengadaan printer kartu nikah tahun 2021,dapat direvisi untuk
pengadaan alat pengolah data padaKUA yang membutuhkan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih,

Wassalam
An.‘Di\m;l_(mr Jenderal
< Pil Diektur Bina KUA
,dan Kel ag\ga Sakinah

Tembusan
Yth. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Dipindai dengan CamScanner
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2. Wawancara bersama Bapak H. Lasimin, S.H,. M.Ag.

3. Wawancara bersama Bapak Drs. H. Arofi
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4. Wawancara bersama Ibu Ida Zuhriyyah, S.E

Rapat Anda sudah siap
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7. Daftar pertanyaan dan Jawaban wawancara bersama bapak H. Lasimin, S.H.,
M.Ag
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Bagaimana prosedur untuk
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Apakah penerbitan kartu nikah
digital sudah sesuai dengan
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Bagaimana pandangan

bapak/ibu terkait kabar bohong
bentuk kartu nikah digital yang
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12

Menurut pandangan bapak/ibu,
lebih efektif manakah kartu
nikah dalam bentuk fisik yang
telah ada sebelumnya atau kartu
nikah digital yang baru saja

| terbit?

13
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dengan diterbitkannya kartu
nikah digital ini?
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8. Daftar Pertanyaan dan Jawaban wawancara bersama bapak Drs. H. Arofi

DAFTAR PERTANYAAN PEGAWAI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN

TUMPANG KABUPATEN MALANG
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le-wnw/’ﬁ Cere Qo l\dq% . fy(utgﬁm
JLM_Q&@A Py‘ged‘mrgen e
Aplahisppcisbinlbe | Wl ool o Ot Sl 5l
nikah digital ini mempunyai w’ /CQP_ o l QC/; Eg:
PP #vl_LAa@ﬁv &%1&4 _toy”. Lbﬁaénzé_qz_(_ emodalom

[nOgyer eloal 7oy welitiont loez)aénm
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Bagaimana pandangan

bapak/ibu terkait kabar bohong
bentuk kartu nikah digital yang
beberapa waktu lalu beredar di

sosial media?

10 | Bagrimaom it dcatmanet, | Sopy oo foleios soncit i sk s
data pribadi yang tercantum J H e - g o
dalam kartu nikah digital?

| PRt LQL$ ,,_/g,ﬁu%ﬂ;xe&zxzadg.ﬁggﬁféq\:}ﬁsg-_c{ ot
ABAIENR R A &&_@M@u&/ ' Mu{&m%mm,,,, X
tambahan dalam peristiwa %;La . [\% 5 Eéeg&ﬂ —MWM
pernikahan? g o

M@W%‘mm orlvos ferboya ygn
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s serehun bogpl pesyernbal gorg rewonpeotfen

> =
O

& Mesctmeatekien, | 1 ool ol sl bl s Bl vuits

lebih efektif manakah kartu

e'klahe;i:l rl:le ruk fisik L‘El@éééf!é’c é/xcév(cL(CUA u:{ ar S “«"‘A‘Qf‘

ni am bentuk fisik yang ¢ QA/

':rr/z!{ f:O- GPiuest

telah ada sebelumnya atau kartu . s

nikah digital yang baru saja

terbit? N
13 | Bagaimana respon masyarakat

dengan diterbitkannya kartu
nikah digital ini?

%ew[« Aag 0 vuzpqavﬁl%tga'téa/‘_ g&f&%_}_&a@_
mﬂﬂw@@ 4
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9. Daftar pertanyaan dan jawaban wawancara bersama lbu |dgatuHs.E

DAFTAR PERTANYAAN PEGAWAI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN

TUMPANG KABUPATEN MALANG

Nama Narasumber  : ]da Zu)qr\yc.l-\ SE Tanda Tangan
Jabatan :@w,,gu,\ B’o,_«!\?r\ Urusan /ésfhn"&
kvA kee lumparg
Tanggal Wawancara : Qo 7/ Maret 2022
Tempat Wawancara : |<C UA Kec-’lfmpog

No Pertanyaan Jawaban
1 | Menurut pandangan bapak/ibu, - e’
apa yang melatarbelakangi Se qﬁ/ﬁr&m&iﬁa o %:2/ m(uo;:%k
penerbiteskas sibiudigital . (SRR pecfen Lmas s
iy mﬁﬁé_@/mélkf@m il R m\ {f Ja«"t VAR
- be(g&é&_ol@ Dcf‘q_@ Gk o Cwmn@
Fondemy mi sehfor olenory c[r:eg(‘q e ég-mcoj
(J@ﬂ P@ﬂw‘métx n\av@ﬁoﬁé&é@\ a(eé@s@wﬁe
unble_perengesen oo
2 | Bagaimana perbandingan antara ¢ = [
kartu nikah fisik dan kartu nikah kezzs
. B IR o ol lAz ! mﬁ%ﬁéﬁﬁ)@« evedc
LI g L@wlﬁ-_ﬁgmge\.u@ penceé:k cu[cw JQ/ [aw/v
maupun fungsi? <£ o (Jéufelll e
j'ceugmmnzga K cun ke %[‘%9 pegoval e/ e
prelofesaclon. b’ oleson ‘i'm.-/gg/ skl pronbendan
kenle frscht
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Bagaimana prosedur untuk

A (Jgéa _pengesi e .,_.ccéze&w.\_n.!m(\ SRig enlre , secem,

mendpeion lamu DR AL | oforls kg kark nkak ol -l elobi
coamelin UmPEL | clwod ennl ppr bk cbonkmhon. [Mokepys, uokt

Sefaaﬂzg leami: Acwg; menqvnomé:&-{ pc@é [ferRngr.
e Gl ﬁwn@aauéa/ kﬂu l;e(UAJJ;oA,L _
pembenle fecreras /'cé'ﬁa/c.w\ SoM ﬁ@ggﬂax{suu

Apa kendala yang ditemukan [ .

dalam proses penerbitan kartu [&({Q‘j lzeﬁa/_\ﬁ : Siem !K T g - %{QMQ&

nikah digital di KUA fﬂ v/ i e R

Kecamatan Tumpang? mezéagmm ’; jz@L s /(Qu) 2 % e
SQALLLA'_S&'WD*&;‘CLDL @wf@a&umiﬁ,
du;mjaﬁé,@k

Bagaimana peran KUA Unfk i Eaie

Kecamatan Tumpang dalam %; seéele lué‘ '%& s PQAC}WU

mengenalkan kartu nikah digital | <

ini kepada masyarakat?
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A-p'(.lkah penerbitan‘kartu nikah Ma%_ﬁ%@(gé%ak_ﬁug@%&gﬂ Sghim
digital sudah sesuai dengan LS g ém oy =79
A 1 S, n AN L= TRV = S,
i kepémflgan e DL.('_Q&,A@JQLL psecégée«smﬁeq/\o/\/'fks%e«_geageé
ada khususnya di wilayah KUA ij e 14
Teenq (¢ .,,.4;',3,.,4(395, L&lﬁ&% Caxory, l!gd!f,
K tan T ?
R ™~ /‘e@a lo%. %émﬂmaa_égld%,
@zigm;zn/zmaﬂ‘cf/gu Lped q?q_.:__QeLgaA@_
Yeng O/ax/-aff o@zﬁuyjz)g[u_esf»[:ne yary lebiks
: b posyarebal
Apa dampak penerbitan kartu X E { Pe » -
nikah digital terhadap ’“‘["’””"‘P, ,MA% : ;’8@ acll
}24 AWATE . @f_/_ ,A:[aeé V.74
pengurusan administrasi dan b
dokumen pernikahan di KUA
Kecamatan Tumpang? Y
Apakah dengan penerbitan kartu [S B é 9 é E é ! ; yﬂd
[V} AN 1 i
T <J =

nikah digital ini mempunyai
implikasi hukum?
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B S s,
oClal 5 .
bapak/ibu terkait kabar bohong AQ e —C'(jﬂu ) M f it A
Somi e Sebopgal Ll o . o
bentuk kartu nikah digital yang 4 -

beberapa waktu lalu beredar di

sosial media?

Dikeok -E_nezv_/q:e‘/ ol Lo'/:' el J%ng%%_c{ém
M@Ma&iﬁ Clmu{/méem Jl/m M&g

Miﬁecgm@é

10 | Bagaimana jaminan keamanan >
data pribadi yang tercantum L‘Q"C 1\:‘1‘24422( ée:l;/jc[a &‘:“‘”‘J“E}i ff ‘‘‘‘
lalai ket ikl digital? oy o
bescede. seperk. L!vxpacézgadgga sesell difr areng
Y e O
11 | Apa kelemahan kartu nikah
digital ini sebagai dokumen LE? e L'Z_J: 3"; M/ézw /' i MMW
tambahan dalam peristiwa ﬁ_ e
pernikahan?
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12 | Menurut pandangan bapak/ibu, . olg(é { ng,\ b
S uewg  C [ beniboza pga simpel e
lebih efektif manakah kartu i ; oy =
: . &tmpaa_&,&%& L Oy =MONCy
nikah dalam bentuk fisik yang
telah ada sebelumnya atau kartu
nikah digital yang baru saja SR L R e T
terbit?
13 | Bagaimana respon masyarakat / i 2 é b Loi
~ X [Tans
dengan diterbitkannya kartu . ‘&
A@@J_M_L \Aeiatpﬁgwl:gca’ Aﬁéﬂ _____ i o
nikah digital ini?

110




10. Daftar Pertanyaan dan jawaban bersama Reni Agustin

DAFTAR PERTANYAAN MASYARAKAT KECAMATAN TUMPANG

Nama Narasumber
Alamat

Tanggal Wawancara

: Q@\ ﬂgurZ/\ Tanda Tangan
 De R o Tempoy

:S Moref 2022 é
2 Z@om Meeﬁig

KABUPATEN MALANG

Tempat Wawancara
No Pertanyaan Jawaban
1 | Bagaimana respon saudara/i :4_ ug{, il JL \f ,é‘a.z E L gerg é: ol
dengan diterbitkannya kartu T i _;4); —e 14: k R é( 5
nikah digital? i e AT

Ona = grnananss: | lqp cukp. peML)e v sff:era-zgﬂ
koche el dgled i Apalony pos_bespergyan |
Suanyﬁs{,LaaQ LJQQ&@L&,@JQIL S&«me« Aa/w
mlmL zA oo :\a\awvsioal muigémgé@m
bl el ﬁz& e 2 o S
T /561"0#"\ QeIIBEfA/ /\I[&: /ccwwe/\ ge./l—océa
Paﬂlbew/oﬁ«w -Qpopun {434/ Lcﬂ“ff!/@é Oé:le/ a0

Qe B /bzrgug core cégyme Groncy, pew [ee (€ U(f(/%
ool ceny=ctf
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l1.Daftar Pertanyaan dan jawaban wawancar a

DAFTAR PERTANYAAN MASYARAKAT KECAMATAN TUMPANG

KABUPATEN MALANG
Nama Narasumber s Alpu Na{vr go 'c{ laeA Tanda Tangan
Alamat : Dq : ’(:)(us (7@0’* [ e TS‘ = ﬁ

Tanggal Wawancara : 8 Mcref 20022
Tempat Wawancara : [woo {\/leejﬁ

No Pertanyaan Jawaban

1 | Bagaimana respon saudara/i D ufzgempgﬁ : é;g, é’,,g . Pezi\,,,Lfgb,«y, B /50“4 " laa[\
dfengan éterbl&mnya o J@J&( 2 J‘ ,I’Jené» Eml’a J@QOCACM’QA_@/Q;Q_%
S ag:g‘j ol {tufcr\\j Pclxw,x, CJQ\ .8@\@&9:,;9@%34,
Jg,z_gulgfmt d:@aégfﬂzmﬁhge«o/g L%

&@QA,JAMAL@,{;@@@QZQ%K@L@A*,
enole EL{.Q cé_AUiCQ(JJLAp ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Po:s Pa&pé«m :\«!zaz. @\Iuc (Az el g9 pqursg Serwor

gmpoddui- gedl !“""‘”\'_‘3 'é« r@@nﬁwc_(s@e, YR
Onlire. g mesobn emad uméd Mn/dﬁ;/c/
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